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Pada Latar Belakang penulisan skripsi ini penuli'engangkat
permasalahan tentang restrukturisasi kredit oleh Pank Rakyat Indonesia
(Persero) Thk Cabang Kawi Malang sebagai salahwgsya penyelesaian kredit
macet terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia hetykdn di Kabupaten
Malang. Sehingga penulis merumuskan masalah tenBagpimana proses
restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat IndéaméBersero) Tbk Cabang Kawi
Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia fenkkn Implementasi Surat
Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO:SDR/ADK/12/2005
Tanggal 30 Desember 2005 Tentang RestrukturisasditirApa saja hambatan-
hambatan serta upaya penyelesaian hambatan-hamjzatgrdihadapi oleh PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawiakigl dalam proses
restrukturisasi kredit terhadap Perusahaan Otobus Rulia. Tujuan penulisan
ini adalah untuk mengetahui, menganalisis prosssuldurisasi kredit tersebut
beserta hambatan dan upaya PT. Bank Rakyat Indogiesisero) Thk Cabang
Kawi Malang untuk mengatasi hambatan.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian empirshghn pendekatan
yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah di PBank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dengan menggun&mposive Sampling
dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Baaiky® Indonesia
NO:S.94-DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2006tdieg Restrukturisasi
Kredit, Restrukturisasi kredit merupakan upaya aisdn yang dilakukan bank
dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yanggadami kesulitan untuk
memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan restrukturigasiit yang dilakukan PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Cabang Kawiahtalterhadap Perusahaan
Otobus Putra Mulia meliputi tahap-tahap yaitu pra&arestrukturisasi kredit,
negosiasi, analisis dan evaluasi, putusan restiggi, dokumentasi
restrukturisasi, dan monitoring. Adapun materi yathigestrukturisasi terhadap
debitur yaitu perubahan tingkat suku bunga, pergdaiw kembali dan
pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuaenkmn yang berlaku
Hambatan maupun upaya dalam restrukturisasi kred#lah didalam setiap
tahapan restrukturisasi kredit tersebut.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah tahegstrukturisasi
berdasarkan Surat Keputusan tersebut yang dilakpiketk bank kepada debitur
gagal karena debitur yang tidak kooperatif danktii@mpu melaksanakan proses
restrukturisasi kredit sesuai dengan aturan yanetagikan oleh pihak bank.
Sarannya adalah diperlukan adanya komunikasi d#étadit baik secara
berkesinambungan dari pihak bank maupun debitur.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama enupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangkajotkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila danrddgrAdadang Dasar 1945.
Guna mencapai tujuan tersebut di dalam Penjelasanint Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelasakamv® pelaksanaan
pembangunan harus senantiasa memperhatikan kesergsmasuk peningkatan
di bidang ekonomi dan keuangan.

Semua negara yang sedang berkembang seperti hdhg@nesia
mempunyai program pembangunan ekonomi yang bertujuantuk
mensejahterahkan masyarakat secara keseluruhanbaRguman ekonomi
tersebut perlu adanya pengaturan mengenai peagelslmber-sumber ekonomi
yang tersedia secara terarah dan terpadu sertafdiatian secara maksimal bagi
pembangunan ekonomi di masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ini tentunya membutuhkaa gang di
dapatkan dari berbagai sumber yang ada. Salahysase@perti dana dari lembaga
keuangart, bank yang pada umumnya direalisasikan dalam bepémiberian
kredit dan penanaman modal langsung kepada praysielp pembangunan yang

dilakukan pihak pemerintah maupun swasta.

! Direksi. Kajian Stabilitas Keuangan No. 10. Maret 2008
http://www.scribd.com/doc/3974372/Bank-Indonesiaé@jStabilitas-Keuangan-No10-Maret-
2008 2008, Diakses tanggal 2 September 2012 jam 13.20




Dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tiégmkata-mata hanya
mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank sajtapgieharus sedemikian rupa
dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untekyimpan dana yang
dimilikinya di bank, baik berupa simpanan maupurdaiia bentuk lain, dan
melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuarfgiampanan dana yang
bersumber dari masyarakat tersebut adalah sumbea derpenting bagi
perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanyaePéman dana dalam rangka
memobilisasi dan menghimpun dana dari masyarakse¢hiat sudah tentu dalam
hal ini bank harus sedemikian rupa mengenal sumb@ber dana yang terdapat
di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bgatud berbeda-beda.

Menurut Thomas Suyatno secara garis besar sumber dana bagi sebuah
bank dibagi menjadi tiga macam, yaftu:

a. Dana yang bersumber dari bank sendiri

b. Dana yang berasal dari masyarakat luas

c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik miib&ank maupun
non bank.

Peranan perbankan dalam konteks ini menjadi sasitightayaknya jantung
dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaraland arti perbankan
menjadi salah satu sumber pembiayaan yang akanaiirkag dana bagi kegiatan
ekonomi, sehingga bank yang sehat akan memperlagatin ekonomi suatu
bangsa. Sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak atsehkan sangat

mempengaruhi tingkat kegiatan dalam dunia perbankan

2 HermansyahtHukum Perbankan Nasional IndonesjsKencana, Jakarta, 2011, him. 44.



Salah satu peraturan yang dibentuk oleh pemeradatah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimdah tBubah dengan
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dimamaldim Pasal 3 (tiga)
dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonafatal sebagai penghimpun
dan penyalur dana masyarakat, dengan demikian dap&t menyalurkan dana
yang telah dihimpunnya dari masyarakat tersebwnddentuk pemberian kredit
kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memeebhilkhannya, sehingga
kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tersebrtds# untuk dilakukan.

Bank, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tah@@? ltentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndateagrNomor 10 Tahun
1998 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Un&amnigankan didefinisikan
sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dariana&sy dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dedatok kredit dan atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkaaf tardup rakyat banyak.”
Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank mganpasi dan misi yang
sangat mulia yaitu sebagai sebuah lembaga yang difggs untuk mengemban
amanat pembangunan bangsa demi tercapainya petangkaaf hidup rakyat.

Pelaksanakan visi dan misi tersebut mempunyaiyarig penting, bank
dalam hal ini berperan sebagajent of intermediarydengan menyelenggarakan
fungsi-fungsi, sebagai berikut :

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyaialka bentuk

simpanan.

% SuhardjonoManajemen Perkreditan Usaha Kecil dan MenengadPP AMP YKPN
Ikut Mencerdaskan Bangsa, Jakarta, 2003, him. 3.



2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke naksyadalam

bentuk kredit.

3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksiageamgan dan

peredaran uang.

Pembiayaan kredit atau pembiayaan berdasar Prigsigriah yang
dilakukan oleh bank wajib memerhatikan hal-hal gelmana ditentukan dalam
pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa “Perbankaondsia dalam
melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonongade menggunakan
prinsip kehati-hatian.”

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan berbwaarh memberikan
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip SyarBdmk Umum wajib
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang neemdatas itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur umiuikasi hutangnya atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai denganatipkan”.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 8 Undang-Unddteybankan
mengarahkan bahwa “dalam memberikan kredit, banKibwanempunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debiiuk orelunasi hutangnya
sesuai dengan yang diperjanjikan.” Cara untuk meobgle keyakinan tersebut,
sebelum memberikan kredit, bank harus melakukanlgi@m yang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan pradqe calon debitur.
Dalam hal ini, ketentuan tersebut juga menganduag ehenerapkan prinsip

kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam keterfaaesal 2 Undang-Undang

Perbankan.



Peraturan tentang perbankan mengatur bahwa baaik akkhn memberikan
kredit tanpa adanya jaminan. Agunan merupakan wey paling diperhatikan
oleh pihak perbankan, khususnya dalam pemberiaditky@ng cukup besar
jumlahnya® Dalam Undang-Undang Perbankan, pasal 1 angkgelaskan:
“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkanuldtepada bank dalam
rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiagaarbank”.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bigemyaluran kredit,
dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resikogepebalian kredit
sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pmmcéredit dengan
pembayaran kembalilni berarti bahwa semakin panjang waktu kredit aiém
tinggi pula resiko kredit tersebut. Untuk menguiargsiko tersebut jaminan
pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampiaa kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengamgy diperjanjikan
merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank.

Adanya pemberian suatu landasan yuridis bagi kreddalam melaksanakan
hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserableh debitur atau
penjamin debitur, maka atas barang jaminan terskdhih dahulu dilakukan
pengikatan menurut hukum yang berlaku. Ada duamleangan yang setidaknya
menjadi prasyarat utama untuk sesuatu benda daeaitmé sebagai jaminan,

yaitu ?

* Njo, AnastasiaPenilaian Atas Agunan Kredit
[Iwww.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php? DeparesitiD=MAN, 2006, diakses pada tanggal
tanggal 5 September 2012 jam 11.50

® SyahyunanAnalisis Kualitas Aktiva Produktif Sebagai Salah SaAlat Ukur
Kesehatan Bankwww.usu.co.iddiakses pada tanggal 8 September 2012

® Johannes lIbrahinGross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upayapelesaian
Kredit Bermasalah PT. Refika Aditama, 2004, him. 71.




1. Securedartinya benda jaminan kredit dapat diadakan penan secara
yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dmarmlang-undangan.
Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari tlebi maka bank
memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindaleksekusi.
2. Marketable artinya benda jaminan tersebut bila hendak dialsedapat
segera dijual atau diuangkan untuk melunasi selkewajiban debitur.
Debitur harus menyerahkan sesuatu pada kreditl/atuk menimbulkan
keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibayaypg dapat dinilai dengan
uang yang timbul dari suatu perikatan. Perjanj@minan merupakan perjanjian
tambahan (assesoir) terhadap perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kred
Perjanjian jaminan baru ada setelah adanya pejakjedit antara debitur dengan
kreditur. Pada dasarnya jaminan menurut sifatnyl@age menjadi dua macam,
yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.indamyang bersifat
kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak statu benda, contohnya
seperti Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan, dan JamiRalusia. Jaminan yang
bersifat perorangan yaitu jaminan yang menimbulkabungan langsung pada
perorangan tertentu, contohnya seperti PerjanjianaRggungan bprgtocht),
Perjanjian Garansi, Perutangan tanggung-mengandgung
Dewasa ini, pelaku usaha baik perorangan maupuranbaiukum
membutuhkan modal usaha yang cukup besar untukateakan usahanya. Oleh
karena itu diadakan perjanjian hutang piutang §mgign kredit) antara pemberi
kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debit8alah satu persyaratan dari

perjanjian kredit adalah keharusan adanya suatungam

” Sri SoedewiHukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jamimedan
Jaminan Perorangan BPHN,him.37



Seperti hal yang terjadi di PT Bank Rakyat Indoa&sabang Kawi Malang,
berdasarkan hasil pra survey yang telah penuligkik di PT. Bank Rakyat
Indonesia Cabang Kawi Malang telah ditemukan spatmasalahan hukum yaitu
ketika debitur itu bergerak di bidang Perusahaaa fagkutan Darat atau lebih
dikenal dengan Perusahaan Otobus Putra Mulia yarkgtudukan di Kabupaten
Malang.

Kemungkinan bagi debitur untuk melakukan wanpresfamkar janji)
masih tetap terbuka. Bentuk wanprestasi itu segeridisi dimana kredit yang
telah disalurkan bank kepada debitur dalam jumlasab ternyata tidak
dibayarkan kembali kepada pihak bank oleh deb#pat pada waktunya sesuai
perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pok@ndunga yang menyebabkan
kredit digolongkan ke dalam kualitas kredit ma&sbelumnya dijelaskan di atas
bahwa syarat perjanjian kredit yaitu adanya suatuirjan, dalam hal ini debitur
memberikan jaminan berupa asset debitur itu sepditu kendaraan (Bus) yang
dibebani dengan jaminan fidusia dan jaminan betapah dan bangunan yang
dibebani dengan hak tanggungan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang pasalreya melihat
adanya prospek usaha yang baik bagi debitur, okmenl itu pihak bank
memberikan kesempatan guna upaya perbaikan kngaitt dengan melakukan
rekstrukturisasi (penyelamatan) agar debitur diggkan kembali ke dalam
kualitas kredit lancar.

Penanganan kredit tersebut pada PT. Bank Rakyah&sih mengacu pada
pasal 51 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang rekstrukasi kredit. Dengan

berpedoman pada PBI tersebut maka PT. Bank Rakganésia membuat suatu



kebijakan bagi kredit macet dengan diterbitkannyeaSKeputusan Direksi PT.

Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005ggal 30 Desember 2005
Tentang Restrukturisasi Kredit. Sesuai dengan epttusan Direksi PT. Bank
Rakyat Indonesia tersebut bahwasanya SK tersebuipaian suatu pedoman
internal PT. Bank Rakyat Indonesia untuk melakukekstrukturisasi kredit

terhadap debitur yang mengalami kredit macet.

Adapun tahap-tahap restrukturisasi kredit yancakdikan PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malamgddsarkan Surat
Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO:9&.DIR/ADK/12/2005
tanggal 30 Desember 2005 Tentang RestrukturisasdiKadalah dengan :

a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit

b. Melakukan negosiasi

c. Analisis dan Evaluasi

d. Putusan Restrukturisasi

e. Dokumentasi Restrukturisasi

f.  Monitoring

Berdasarkan hal di atas, penulis melihat adanysbhtan mengenai tahap

proses restrukturisasi kredit tersebut, dapat atiibahwa PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Cabang Kawi Malang telah mé&kakuahap restrukturisasi
kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PTikBRakyat Indonesia NO: S.
94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 TentBegtrukturisasi Kredit
tetapi karena debitur yang tidak kooperatif mak@aparestrukturisasi kredit itu

kurang berjalan dengan baik .Oleh karena itu, dglewses restrukturisasi kredit



tersebut bank harus mengambil tindakan yang padintan sebagai upaya
melindungi kepentingannya.

Sehubungan dengan hal di atas, penulis tertarikkuntemahami lebih
lanjut mengenai:'Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaa Otobus Putra
Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang (Studi Implementasi Surat
Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94 -
DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Bteukturisasi

Kredit)” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasajamy dapat penulis
rumuskan adalah :

1. Apa saja permasalahan yang timbul dalam prosesukéstisasi kredit
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Caléagi Malang
terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang betk&dno di
Kabupaten Malang?

2. Apa saja hambatan-hambatan serta upaya penyeledaarbatan-
hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indan@®rsero) Thk
Cabang Kawi Malang dalam proses restrukturisasidikreerhadap
Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukarKabupaten

Malang?
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai daknelgian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan permasalaaag tmbul dalam
proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakydbnesia (Persero) Thk
Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Pyéaag
berkedudukan di Kabupaten Malang.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambataa sga yang timbul
serta upaya penyelesaian hambatan-hambatan yaadggindalam proses
restrukkturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indoae(Persero) Tbk
Cabang Kawi Malang oleh terhadap Perusahaan Ofebiuia Mulia yang

berkedudukan di Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan sebdghan kajian
tambahan bagi kalangan akademik dalam pengembanman
pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum tpedda hukum
perbankan yang berkaitan dengan tindakan bank dalgaya
restrukturisasi kredit terhadap Perusahaan Otdtutsa Mulia yang
berkedudukan di Kabupaten Malang.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
1. Penelitian ini berfungsi untuk menambah wacana \@awasan

penulis sendiri kaitannya dengan pelaksanaan dantbdtan serta
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tindakan restrukturisasi kredit yang dihadapi otetnk terhadap
Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkeduduk&allipaten
Malang.
2. Sebagai bekal pengalaman yang dapat dijadikan unalikukan
pengabdian di masyarakat.
b. Bagi Akademisi
Untuk memperkaya wawasan pengetahuan para akad&mising
bagaimana tindakan restrukturisasi kredit dan haéambapa saja yang
dihadapi pihak bank terhadap Perusahaan Otobua Ruilia yang
berkedudukan di Kabupaten Malang.
c. Bagi Masyarakat
Memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemilieayi
masyarakat luas mengenai bagaimana tindakan rasisasi kredit
oleh pihak bank terhadap Perusahaan Otobus Putiéa Mang
berkedudukan di Kabupaten Malang.
d. Bagi Bank
Bagi bank diharapkan dapat berguna sebagai bahaokara dalam
bidang hukum sehingga bank dapat lebih mengembandikia dapat
memberikan solusi yang tepat mengenai tindakarutdstisasi kredit
oleh pihak bank terhadap Perusahaan Otobus Puthéa Mang
berkedudukan di Kabupaten Malang.
e. Bagi Perusahaan Otobus Putra Mulia
Bagi Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkeduduéa

Kabupaten Malang yakni di dalam penelitian ini yadiharapkan
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dapat menjadi bahan evaluasi dan menambah maswginubtuk
menjalankan kewajiban terhadap pihak lain (kredlitterhadap

kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akangla

E. Sistematika Penulisan
Sebelum dilanjutkan dalam pembahasan yang lebis mangenai
masalah yang akan diteliti, maka perlu diuraikalebeh dahulu isi penelitian
secara ringkas agar diketahui garis besar isi @amlgran yang terkandung
di dalamnya. Secara garis besar skripsi ini naatiagan terbagi menjadi 5
bab yang terdiri dari :
BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diungkapkan latar belakang el
perumusan masalah, tujuan penelitian yang menjawab
permasalahan yang ada, kontribusi penelitian badara
praktis maupun secara teoritis, dan kerangka pemeli
yang meliputi semua bab yang ada beserta sub-sub
babnya.
BAB I : TINJAUAN PUSTAKA
Menjelaskan berbagai landasan teori yang digunakan
sebagai dasar dari penelitian yang akan dilakulkamg y
dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang perbankan
dan hukum perbankan, tinjauan umum tentang kreatit d
perjanjian  kredit, tinjauan umum tentang kredit

bermasalah, tinjauan umum tentang kredit macegguam
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umum tentang jaminan, tinjauan umum tentang
rekstrukturisasi kredit, dan tinjauan umum tentang
Perusahaan Otobus.

BAB I : METODE PENELITIAN
Dalam metode ini diuraikan tentang metode pendekata
lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik
pengumpulan data, populasi, sampel, teknik anal&ta
dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam pembahasan ini diuraikan tentang hasil peseli
dan pembahasan tentang pelaksanaan dan hambadi#tn pih
bank dalam melakukan restrukturisasi kredit terpada
Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di
Kabupaten Malang.

BAB V : PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan rsara
saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam
penelitian ini yang diambil dari hasil pembahasanasa

keseluruhan.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Dan Hukum Perbankan
A.1 Bank
A.1.1 Pengertian Bank

Masyarakat pada umumnya telah mengetahui bahwaihaakalah
tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjang Umgi
masyarakat yang membutuhkan. Berikut akan disarapak(dua) definisi
bank, sebagai berikut:

Menurut pasal ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tah@®2 1éntang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndamgtriNomor 10
Tahun 1998 menyatakan bahwa: Bank adalah usalg panghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan danatekgnnya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bergimkya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut G.M. Verryn Stuart mendefinisikan bahwa Bank adalah
suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutkiedit, baik
dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan yearg diperolehnya
dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkanatat penukar

baru berupa uang giral.

®HermansyahtHukum Perbankan Nasional Indonesjskencana Prenada Media Group:
Jakarta, 2005. him: 8

14
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bankrupakan
tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyaluritkeah juga

perantara dalam lalu lintas pembayaran.

A.1.2 Fungsi Bank

Fungsi Perbankan Indonesia adalah sebagai penghjnmaumyalur

dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran @sedaran uang di
masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaanbgpgunan
nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataatynpeuhan ekonomi
dan stabilitas nasional ke arah peningkatan ketsegdn rakyat banyak.
Secara ringkas fungsi bank berdasarkan Undang-WdnBarbankan dapat
dibagi menjadi sebagai beriktft:
1) Fungsi Utama, meliputi:

a. Penghimpun dana.

b. Pembiayaan.

c. Peningkatan faedah dari dana masyarakat.

d. Penanggung resiko.
2) Fungsi Tambahan Bank meliputi:

a. Memberikan fasilitas pengiriman uang

b. Penggunaan cek

c. Memberikan garansi bank

°Lukman Dendawijayaylanajemen PerbankanGhalia, Jakarta, 2003, him. 81
'%1pid him. 82
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A.1.3 Jenis-jenis Bank

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tath@g8,
jenis bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum damk BRerkreditan
Rakyat.
1) Bank Umum

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomdrah@in
1998, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan teegissaha
secara konvensional atau berdasarkan prinsip &yamang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pgarba. Sifat jasa
yang diberikan adalah umum. Bank Umum juga diseBahk
Komersial. Usaha-usaha bank umum yang utama datara

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk geppsito,
sertifikat deposito, tabungan.

b. Memberikan kredit.

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.

d. Memindahkan uang.

e. Menempatkan dana pada atau meminjamkan dana aéridia.

f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat bexharg

g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat
berharga.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Menurut 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun8199

tentang Perbankan, yang dimaksud Bank Perkreditkyd® adalah

' Hermansyal@p.cit him 21-22
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bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara lgionweh atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanriidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usahha Bank

Perkreditan Rakyat, diantaranya:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk siempan
berupa deposito berjangka, dan tabungan.

b. Memberi kredit.

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkasipphbagi
hasil sesuai yang ditetapkan pemerintah.

d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bamonasia

(SBI), deposito berjangka, tabungan, dan lain-lain.

A.1.4 Jasa-jasa Bank
Beberapa jasa-jasa perbankan berupa pemberiarn, kpediberian
jasa pembayaran dan peredaran uang, serta bestugpgabankan lainnya.
Untuk penjelasannya sebagai berikut:
1. Pemberian Kredit
2. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayar@am peredaran
uang yang terdiri:
3. Lalu lintas pembayaran dalam negeri seperti transfieaso.
4. Lalu lintas pembayaran luar negeri seperti pembukug& (Letter of

Credit) yaitu surat jaminan bank untuk transaksi ekspuyper.

Jasa-jasa perbankan lainnya yang meliputi:

2 bid, hml 24
13 Muhammad Djumhanajukum Perbankan Di IndonesiRT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2006, him: 348
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a. Jual-beli cek perjalanatrgvelers cheque
b. Jual-beli uang kertad@nk notg

c. Mengeluarkan kartu krediCfedit Card
d. Jual-beli valuta asing

e. Pembayaran listrik, telepon, gaji, pajak

f.  Menyiapkan kotak pengaman simpansafé deposite bdx

A.1.5 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank merupakan usaha bank untuk memghidana
masyarakat, sumber dana bank tersebut berasattiari
1. Bank itu Sendiri
Dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalata dang
berbentuk modal sektor yang berasal dari para pangegaham dan
cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang bdilmgikan
kepada para pemegang saham. Dana ini murni dinoiigki bank yang
ada sejak bank tersebut memulai kegiatan usahdafgkan sejak
bank tersebut memperoleh izin usaha dari Bank lesiai?
2. Masyarakat Luas
Dana dari masyarakat luas adalah dana yang bediasiipun
dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diwajudéalam

berbagai bentuk, yakni Giro, Deposito dan Taburi§an.

4 Hermansyah, Opcit hal: 45-52
 |bid, hal. 45
8 |bid, hal. 45
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3. Giro
Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomdrah@in
1998 tentang Perbankan, Giro adalah simpanan yangrigannya
dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakanbdgkf giro,
sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengaimghembukuart’
4. Deposito
Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomdarah@in
1998 tentang Perbankan, Deposito adalah simpanang ya
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktunterteerdasarkan
perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank. Depasigmiliki
jangka waktu yang lebih panjang dan dapat dicairketelah jatuh
tempo, namun suku bunga yang diperoleh relatf tiffyg
5. Tabungan
Berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang- Undang Nodrahun
1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanamg ya
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syaméntu yang
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan ¢élget giro, dan/atau
alat lainnya yang dipersamakan dengaﬁ%tu.
6. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
Dana yang bersumber dari Bank Indonesia adalah gang

dikucurkan oleh Bank Indonesia melalui fasilitasdit kepada bank-

7bid, hal. 45
18 |bid, hal. 46
bid, hal 47
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bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka epertdin

dijaminkan dengan agunan yang berkualitas tinggn daudah

dicairkan. Pemberian fasilitas kredit oleh Bank dnésia ini

merupakan implementasi dari fungsi Bank Indonesibagaithe

lender of the last lessgf

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, futigs
lender of the last lessatu memungkinkan Bank Indonesia memberikan
fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya adienpeban
pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesuk&uangan yang
berdampak sistemis dan berpotensi mengakibatkarsis kriyang
membahayakan sistem keuangan.

Adapun dana yang bersumber dari Bank Indonesia gid&ugurkan
kepada bank-bank yang mengalami kesulitan pendaadalah sebagai
berikut :

a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)
Kredit Likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yadiperikan oleh
Bank Indonesia untuk membiayai kredit program pémten yang
disalurkan melalui Bank Umuff.

b. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah dana ydikgcurkan oleh
Bank Indonesia ke bank-bank yang mengalami kesuliteuiditas

dalam operasinya sehari-hari. Kesulitan likuidiias bisa terjadi

Dpid, hal. 47
Ypid, hal.48
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karena penarikan dana secara tiba-tiba dan besardme oleh
nasabah, sementara bank tersebut tidak siap meldggadian
tersebuf?
c. Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip sygaabka pendek
dari Bank Indonesia
Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip sygaagka pendek
dari Bank Indonesia adalah kredit atau pembiayaardasarkan
prinsip syariah yang diberikan kepada bank untukgatasi kesulitan
pendanaan jangka pendek dari bank yang bersangkutan
d. Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Ba
Dana yang berasal dari lembaga-lembaga keuangaa ypadmnya
diperoleh bank dalam bentuk pinjaman baik dalangkanpendek
maupun dalam jangka panjang sesuai dengan kebuildrarbank
yang membutuhkan dana terseffutddapun dana yang termasuk
berasal dari lembaga keuangan tersebut antaradaiah :
1) Pinjaman Antar Bank
Dalam dunia perbankan adanya kerjasama dengan lgiimakdalah
suatu kelaziman. Kerjasama tersebut dapat diwujudéalam
berbagai bentuk antara lain pemeberian bantuanmddlentuk
bantuan tenaga kerja ahli ataupun dalam bentuk nkeda®

2) Call Money

221hid, hal. 48
2¥bid, hal. 49
2Y1bid, hal. 49
bid, hal 50
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Call Money adalah talangan atau tambahan yang bersumber dari
lembaga keuangan barRall Moneydiartikan sebagai dana dalam
rupiah yang dipinjamkan oleh bank dari bank lainpghng lama 7
(tujuh) hari yang setiap waktu dapat ditarik kemb&th bank yang
meminjamkan tanpa dikenakan sesuatu béban.

3) Pinjaman Dana dari Luar Negeri
Pinjaman dana dari Luar Negeri adalah keselurutema d/ang
diperoleh dari pinjaman luar negeri baik yang balrdari lembaga
keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang
menimbulkan kewajiban bagi bank penerima pinjamanulu
mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada piteskberi

pinjaman dalam jangka waktu terteffu.

A.2 Hukum Perbankan

Hukum Perbankan adalah sebagai kumpulan peratutanrhyang
mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang riedipgala aspek,
dilihat dari segi esistensinya serta hubungannyagale bidang
kehidupan yang lain. Dari rumusan tersebut akan yamagkut,
diantarany&®
1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asggatdn

perbankan, seperti norma efisiensi, keefektivarsekatan bank,

“Ibid, hal 51
% |bid, hal 52
% Muhammad Djumhana., Opcit him: 1-2
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profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujeambaga
perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya.

Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalkegidah-
kaidah mengenai pengelolaannya, seperti dewan kosisldireksi,
karyawan ataupun pihak terafiliasi.

Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yangerhatikan
kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang maeiceg
persaingan yang tidak wajamntitrust perlindungan terhadap
konsumen (nasabah) dan lain-lain.

Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasangy
mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintaiperti
dewan moneter, dan bank sentral.

Kaidah-kaidah yang mengarah kehidupan perekononyiang
berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuamgy yhendak
dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif,sgdragainya.
Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dadakekaidah
hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri seéndnalahan
keterkaitannya merupakan hubungan logis dari baggayian

lainnya.
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B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit
B.1 Kredit
B.1.1 Pengertian Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satgepg@n
kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pwalen secara
mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tery@mg diijinkan
oleh bank atau badan lih.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahaatin, credere
yang berarti kepercayaan. Hal ini menunjukkan balyamg menjadi
dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabaltudeddalah
kepercayaar®

Definisi kredit menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 terg
perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Paabatalam Pasal
1 ayat (11) adalah penyediaan uang atau tagihang ydapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan leaepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yaewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangk&tuvalengan

pemberian bunga.

B.1.2 Unsur-unsur Kredit

Unsur esensial dari pemberian kredit adalah kegassadari bank

sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebalgitur.

2 Departemen Pendidikan dan Kebuday#&@mus Besar Bahasa Indonesi®alai
Pustaka, Jakarta, 1996, him: 311
% Hermansyah. Opcit. him. 57
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Kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi kreditwa prestasi
yang diberikannya baik dalam bentuk uang, baraag gisa akan benar-
benar diterimanya kembali dalam jangka waktu téutetimasa yang
akan datang. Unsur-Unsur lain dari pemberian kiasdiiah ¥

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kreditwa prestasi
yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barsasn pkan benar-
benar diterimanya kembali dalam jangka waktu téutelimasa yang
akan datang.

2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkamaraan
pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang dikenma pada
masa yang akan datang.

3. Degree of riskyaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagnicd
dari adanya jangka waktu yang memisahkan antarédeasm prestasi
dengan kontraprestasi yang akan diterima di kennuukau.

4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberidatam bentuk uang,

tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

B.1.3 Fungsi Kredit

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secaralsekbnomis,
baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat memgpengaruh pada
tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik bagi pitakitur maupun

kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan terselpatdargambarkan

31 |bid, him 58-59
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apabila mereka memperoleh keuntungan juga menggsemingkatan
kesejahteraan, dan masyarakat pun atau negara la@@ngauatu

penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuamoakp baik yang

bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dsanfaat yang
diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidyggaekonomian dan
perdagangan mempunyai fungsi:

1. Meningkatkan daya guna uang.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.

5. Meningkatkan kegairahan berusaha.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

7. Meningkatkan hubungan internasional.

B.1.4 Jenis-jenis Kredit
Dalam praktek saat ini, secara umum ada 2 (du& leadit yang

diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu :
1. Kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaanny&hder atas:
a. Kredit Produktif
Adalah kredit yang diberikan kepada usaha-usahag yan

menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribuspadiar

usahanya.

32 Kasmir.Manajemen PerbankanJakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2000, him 78
¥ Hasanuddin RahmaAspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indsie
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, him. 97-104
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b. Kredit Modal Kerja
Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebaiu
usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya prodigam
rangka peningkatan produksi atau penjualan.

c. Kredit Investasi
Adalah kredit yang diberikan untuk mengadakan lmrmaodal
maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkaru sua
barang ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.
d. Kredit Konsumtif
Adalah kredit yang diberikan kepada orang peromangatuk
memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.
2. Kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunyaptegi atas :
a. Kredit Jangka Pendek
Adalah kredit yang diberikan dengan tidak melelamgka
waktu 1 (satu) tahun.
b. Kredit Jangka Menengah
Adalah kredit yang diberikan dengan jangka wakhinealari 1
(satu) tahun.
c. Kredit Jangka Panjang
Adalah kredit yang diberikan dengan jangka wakhihelari 3
(tiga) tahun.
Berdasarkan berbagai hal dan jenis-jenis kredibgrekan, maka
yang terpenting digaris bawahi olekgal Officer yaitu kredit ditinjau

dari segi tujuan penggunaannya. Fasilitas Pertigdranpentingnya
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diyakini kebenaran tujuan penggunaannya suatu tkrddpat dilihat
pada penjelasan tersebut dibawalini.
1) Larangan

Bank seyogianya menghindari pemberian kredit yang
digunakan untuk membiayai usaha-usaha tertentty yaaha-usaha
sesungguhnya dilarang atau bertentangan denganaksiaan
pemerintah, misalnya usaha-usaha yang dapat megmgan
ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUHP&xda

Selain itu, pemberian suatu fasilitas kredit dgpda dilarang
oleh Bank Indonesia, misalnya pembiayaan atas ussdiza yang
bersifat spekulatif dan pembiayaan yang dapat beatkingginya
laju inflasi di negara ini.

Selebihnya, larangan atas pemberian kredit dari tsggan
penggunaannya adalah dari bank pelaksana sendity gelain
mengacu kepada Ketentuan Pemerintah dan aturan IBdokesia,
juga mengacu kepada aturan intern dan target médkek yang
bersangkutan. Target market disini adalah sasaseran atau
sektor-sektor usaha yang dapat diberikan kredih @eatu bank.
Biasanya target market antara satu bank dengan |laamiya dapat
berlainan.

2) Izin-izin Usaha
Penggunaan suatu fasilitas kredit haruslah sesrajah izin-

izin usaha yang dimiliki oleh debitur/calon debituyang

34bid, him 105-108
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bersangkutan. Mengenai hal ini lebih banyak berhgho dengan
kredit produktif, baik kredit investasi maupun kitechodal kerja.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap queraan
kredit haruslah sesuai dan didukung oleh izin-isaha dari debitur
yang bersangkutan, hal ini untuk meyakini kebengpangguna
kredit tersebut.

3) Side Streaming

Adalah seorang debitur sudah dapat dianggap waapies
apabila debitur tidak menggunakan kreditnya selbamaa yang
telah disepakati diperjanjikan sebelumnya. Padarmd hal ini
akan berakibat pada kesulitan debitur untuk menb&gabali
hutang/kreditnya, kemampuannya sudah tidak sesuengash
perhitungan sebelumnya.

Guna menghindari atau mengurangi kemungkinside
streaming tersebut, maka selain hal-hal izin-izin usaha eteus
diatas, masih ada hal-hal lain yang juga pentinglkudiperhatikan
oleh Legal Officerdalam suatu proses pemberian kredit. Dalam hal
ini dapat berupa surat-surat penunjang untuk memiain suatu
usaha (bukan izin usaha) yang bahkan sering meanpékktor
terpenting dan utama dalam persyaratan pencairaditkrJadi,
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa betamingeyalegal
Officer mengetahui dan meyakini kegunaan dan penggunaalit kre

yang diterima oleh debitur bank.
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B.2 Perjanjian Kredit
B.2.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-UndandurRu
Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai : “Peiganjadalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mékagikalirinya
terhadap satu orang lain atau lebih.

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yadeyilkchn
dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdganjian
tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa penanjengakibatkan
seseorang mengikatkan dirinya terdapat orang lairberarti dari suatu
perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi datu satau lebih orang
(pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) laanmang berhak atas
prestasi tersebut.

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bdavaan
suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dinsata pihak adalah
pihak yang wajib berprestasi (nasabah/debitor) glhak lainnya adalah
pihak yang berhak atas prestasi tersebut (banki&ridviasing-masing
pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau leb#ing, bahkan dengan
berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat fegdiri dari satu
atau lebih badan hukum.

Perjanjian kredit salah satu aspek yang sangatingentang
menjadi dasar di dalam suatu pemberian kredit,agmgrjanjian kredit
yang ditandatangani antar pihak bank dan kreditakamtidak ada

pemberian kredit tersebut. Perjanjian kredit mekapaikatan antara
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bank sebagai debitur dengan pihak lain nasabahnjgmidana sebagai
kreditur yang isinya menetukan dan mengatur hakk#avajiban kedua
belah pihak yang berhubungan dengan pemberianpitgaman kredit

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dalarkajavektu tertentu
yang telah disetujui atau disepakati bersama akalumasi utangnya
tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pgarbahasil

keuntungan.

Perjanjian kredit menuruBubekti adalah salah satu dari bentuk
perjanjian pinjam-meminjam. Dalam bentuk apapunajygemberian
kredit itu diadakan pada hakikatnya, adalah suagapjian pinjam-
meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata padal 1754 s.d
1769%

Pendapat yang sama dikemukakan pula oliohammad
Djumhana yang menyatakan bahwa perjanjian kredit menuruturu
Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentujanpan pinjam
meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 satepgian Pasal
1769 KUH Perdata. Dengan demikian pembuatan sweajanpian kredit
dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan ydmgada KUH
Perdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepa#letatara para pihak.
Artinya dalam hal ketentuan-ketentuan yang memaiaea harus sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Pergatiangkan dalam

hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepadapihak.

3 Subekti,Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1979, him: 57
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B.2.2 Prinsip-prinsip Kredit
Peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukiengan
berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebatjaitié®

B.2.2.1 Prinsip kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti keyesoa
maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilalus#barengi
oleh kepercayaan. Yakni kepercayaann dari krediakan
bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaigus kepew@ayoleh
kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kngdi
Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaaoiehikreditur
mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi &gab kriteria
yangbiasanya diberlakukan terhadap pemberian suatlitkkarena
itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kekhstian.
B.2.2.2 Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian(prudent) ini adalah salah satu

konkretisasi dari prinsipkepercayaan dalam suatu pemberian
kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari $pirprudent
banking dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan
prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ingka berbagai
usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank ituisditternal)
maupun oleh pihak luafexternal), in casuoleh pihak Bank

Sentral®’

38 Munir FuadyHukum Perkreditan Kontempore¢Bandung: Citra Aditya Bakti 1996),
hal 21-28
*bid, hal 21
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Seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU1Blo.
Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Disamping itu jdgagan
tujuan penegakan prinnsip kehati-hatian ini, regultentang
perbankan diperketat. Sehingga akhirnya dunia péedra
merupakan salah satu bidang yang sangedvily regulated.
Demikian juga dengan keharusan adanya jaminan guiafam
setiap pemberian kredit sebenarnya juga mempunyaart agar
kredit diluncurkan secara hati-hati, sehingga aainan bahwa
kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali pieak debitur.
B.2.2.3 Prinsip 5 C.

1. Character(Watak)

Yaitu pemberian suatu kredit didasarkan atas suatu
kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud disini ladala
kepercayaan pihak bank ak&embalinya uang yang dipinjam
nasabah (debituff. BRI tidak berbeda di dalam menerapkan
prinsip ini, yaitu denganinvestigasi di lapangan untuk
memperoleh data-data calon nasabah sedetail munga&itu
dengan cara :

a. Meneliti riwayat hidup calon debitur

b. Melihat di lapangan mengenai kredibilitas calon itlebdi
lingkungan usahanya.

c. Melihat perilaku calon nasabah di dalam kehidupsaimas-
hari.

d. Mencari informasi ke bank-bank lain.

%8 |hid, hal 21
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2. Capacity(Kapasitas)

Capacityyang dimaksudkan di sini adalah kapasitas calon
nasabah di dalam mengembangkan usahanya, serta
kesanggupannya di dalam menggunakan fasilitas tkngatig
diberikan. Hal ini terkait dengan kemampuan cal@safah
untuk mengembalikan kredit, karena diharapkan krdiisa
dikembalikan dari perkembangan usahatiya.

3. Capital (Modal)

Modal usaha calon nasabah juga merupakan salah satu
prinsip yang harus dipenuhi. Diharapkan pinjamannkba
menambah modal usaha yang telah dilakukan olelm celsabah,
bukan untuk membuat suatu usaha yang baru, maka kisedit
macet lebih kecil daripada kredit diberikan kepadaabah yang
menggunakan kredit untuk mengembangkan usahanyainHa
juga untuk menentukan apakah besarnya kredit yaajgkdn
sudah wajar, dengan melihat besar modal yang sadahyaitu
dengan melihat secara seksama laporan keuangan dari
pembukuar{?

4. Collateral (Jaminan)

Calon nasabah memberikan jaminan kepada bank untuk
meminimalisir kerugian bank apabila di waktu yakgradatang
ternyata nasabah tidak dapat mengembalikan pinjayaan

Dalam hal ini kedudukan bank apabila mempunyaimnamj bank

%% bid, hal 22
% hid, hal 22
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akan mendapat kedudukan yang diutamakan daripaglditukr
lainnya. Nilai jaminan yang diberikan oleh calorbitigr harus
melebihi jumlah pinjaman yang diberikan, dan ditetiecara
seksama keabsahan kepemilikan sbenda yang menjadign
pinjaman tersebdt.

5. Condition Of EconomicfKondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah di sektor mana
calon nasabah melakukan usahanya. Prospek usahg yan
dilakukan harus dipertimbangkan dengan pertimbarigaisi
ekonomi politik. Usaha di bidang yang tidak terlédukait erat
dengan kondisi ekonomi politik mempunyai dampakgyesiatif
lebih amarf?

B.2.2.4 Prinsip 5P

Dalam suatu pemberian kredit oleh bank, selainsgi5C
juga terdapat apa yang dinamakan prinsip 5 P, yaagipakan
singkatan dari Party, Purpose, Payment, Profitability, dan
Protection. Untuk ini akan ditinjau satu persatu dari prinsip
tersebuf’?
1. Party (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang memperaatik

dalam Setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pernkredit

41 bid, hal 23
2 bid, hal 23
“Ibid, hal 24
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harus memperoleh suatu “kepecayaan” terhadap pduak,p
dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kepiannya,
dan sebagainy¥.

2. Purpose(Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting
diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakabdit akan
digunakan untuk hal-hal yang positif yang benarabedapat
menaikkanincome perusahaan. Dan harus pula diawasi agar
kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuldatujseperti
diperjanjikan dalam suatu perjanjian krefdit.

3. Paymeni{Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaeatit kr
dari calon debitur cukup tersedia dan cukup amahjngga
dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan
diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali olehitdelyang
bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisikatpasetelah
pemberian kredit nanti debitur punya sumber pendapalan
apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar
kembali kreditny&®

4. Profitability (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula

pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk kiteditur

“bid, hal 24
*SIbid, hal 25
*®Ibid, hal 25
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harus dapat berantisipasi, apakah laba yang alemotieh oleh
perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman danahpak
pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayarabalkem
kredit, cash flow dan sebagainy¥.

5. Protection(Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh
perusahaan debitur. Untuk itu perlindungan dariotkglok
perusahaan atau jaminan ddmlding atau jaminan pribadi
pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutanrdulu
berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar ydrsikenariokan
atau di luar prediksi semufi.

B.2.3.5 Prinsip 3 R.

Setelah kita lihat adanya prinsip 5 C dan prinsipP5
sekarang kita tinjau pula prinsip lain yang disgtntsip 3 R, yang
merupakan singkatan daReturns, Repaymendan Risk Bearing
Ability. Untuk ini juga akan ditinjau satu persé&tu.

1. Returns(Hasil yang Diperoleh)
Yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh digihitur,
dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan manestilah
dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinyaglehan tersebut
mencukupi untuk membayar kembali kredit besertaghun

ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan peaasah

“Mbid, hal 26
“¥bid, hal. 26
“Ibid, hal. 27
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yang lain seperti untukcash flow kredit lain jika ada, dan
sebagainyd’

2. RepaymentPembayaran Kembali)

Kemampuan membayar dari pihak debitur tentu sajasha
dipertimbangkan. Dan apakan kemampuan bayar teresdmth
denganschedulepembayaran kembali dari kredit yang akan
diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidaklebo
diabaikar*

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menganggung Risiko)
Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sajeama
terdapatnya kemampuann debitur unntuk menanggleikp.ri
Misalnya dalam hal-hal di luar antisipasi keduaahepihak.
Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kreditceha
Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya femi
dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukam amtuk

smenutupi risiko tersebat.

B.2.4 Bentuk Perjanjian Kredit

Dalam praktik perbankan, setiap bank telah menkedidlanko
atau formulir perjanjian kredit yang isinya telalisigpkan terlebih
dahulu. Blanko perjanjian kredit tersebut diserahkeepada pihak

debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebabasama sekali

5%hid, hal .27
*Ypid, hal. 28
%2bid, hal. 28
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kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atasasgyarat yang
telah ditetapkan. Perjanjian ini dikenal dengarjamgian standar bakdi.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, menegaskan bahwa
perjanjian §tandar) kredit dibedakan dalam 2 bagian, yaitu “perjanjian
induk” (hoofdcontract, mantel contrgctdan “perjanjian tambahan”
(hulpcontract, algemene voorwaardefPerjanjian induk mengatur hal-
hal pokok dan perjanjian tambahan mengatur apa yemigpat dalam
perjanjian induk?

Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank Inouetn
perjanjian kredit dengan 2 (dua) bentuk/cara :

1. Perjanjian kredit berupa akta dibawah tangan;
2. Perjanjian kredit berupa akta notatis.

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akta wdlatangan
maupun akta notaris pada umumnya dibuat dengaanjiar) baku yaitu
dengan cara kedua belah pihak yaitu pihak bankksekaeditur dan
pihak nasabah selaku pihak debitur menandatangsatu sperjanjian
yang sebelumnya sudah dipersiapkan isi atau klatidalisulanya oleh
bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal pgiga kredit bank

dibuat dengan akta notaris, maka bank akan memmutaries

%3 Mariam Darus BadrulzamaKpmpilasi Hukum Perikatan PT. Citra Aditya Bakti,
Jakarta, 2001, him.58

** Ibid, him: 59

*% Ibid, him: 60
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berpedoman kepada model perjanjian kredit dari baydng

bersangkutar®

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan begiia dengan
kredit macet. Kredit bermasalah adalah kredit dengalektibilitas
diragukan, kredit yang memiliki kolektibilitas kumg lancar dan kredit
yang mempunyai potensi macet, sedangkan kredit inkaedit yang atas
angsuran pokoknya tidak dapat dilunasi lebih dgiduia) masa angsuran
ditambah 21 (dua puluh satu bulaij.Dengan kata lain kredit macet
merupakan kredit bermasalah namun tidak selurukngdit bermasalah
dapat dikatakan sebagai kredit macet.

Suatu kredit yang dikategorikan kredit bermasalatlapawalnya
ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitur @aha debitur yang
dibiayai mengalami kesulitariinancial dalam pengembalian kredit
sebagaimana mestinya. Secara garis besar solusupéya penanganan
kredit bermasalah dapat ditempuh penyelamatan tkfe@enyelamatan
kredit dilakukan oleh bank dengan harapan debitapatl kembali

melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana meshaija melalui

rescheduling, reconditioningtaupurrestructuring.

*® Ibid, him 62
>” Lukman DendawijayaVlanajemen PerbankanGhalia, Jakarta, 2003, him. 80
%8 |bid, him. 82
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D. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet

Istilah kredit macet adalah kredit yang tidak meuaterketentuan
yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu ajgatdebitur selama tiga
kali berturut-turut tidak membayar angsuran hutgrakok beserta
bunganya® Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No
30/267/KEP.DIR/1998 tentang Penggolongan KualitagdK, suatu
kredit perbankan dapat dikatakan macet apabilé t@emenuhi kriteria
sebagai berikut :

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yalah te
melampaui dua ratus tujuh puluh hari atau;

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman btau;a

c) Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dajuatirdan pada

nilai wajar.

E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan
E.1.1 Pengertian Jaminan
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputuiaeksi Bank
Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1198ntang jaminan
Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jamiadalah suatu
keyakinan bank atau kesanggupan debitur untuk rasiukredit sesuai

dengan yang diperjanjikan. Selain istilah jaminaikenal pula dengan

%9 Menurut Mokh Uswanudin yang mengutip dari Eugéiliawati Muljono bukunya
yang berjuduEksekusi grosse akta hipotek oleh bardetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,
him:50
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agunan. Berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undarid Tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahuhté8gang Perbankan,
agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasafmtiourdkepada bank
dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pgyabn berdasarkan

prinsip syarialf°

E.1.2 Jenis-jenis Lembaga Jaminan
Pada dasarnya jaminan dibagi menjadi 2 (dua), ygiminan
perorangan dan jaminan kebendaan. MenuBtt Soedewi Masjchoen
Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbuikbongan langsung
pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahatddradap debitur
tertentu, terhadap kekayaan debitur seumumnya. n8kda jaminan
kebendaan adalah “jaminan yang berupa hak mutieksatsuatu bend".
Lebih lanjut Sri Soedewi Masjchoen mengelompokkan lembaga
jaminan dalam klasifikasi sebagai beriR&t:
1. Jaminan yang lahir dari undang-undang dan jamiaag yahir karena
Perjanjian
2. Jaminan umum dan jaminan khusus
3. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak blergera
4. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan persgam

5. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa manigeiadanya

% Salim,Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesj&T. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2004, him. 21

51 Sri SoedewiHukumJaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan
Jaminan Perorangan, BPHNhIm. 44-47.

%2 |bid, hal 43
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E.1.2.1 Jaminan yang lahir karena ketentuan Undlardgng dan jaminan
yang lahir karena perjanji&h

Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undamzog ialah
jaminan yang adanya ditunjuk undang-undang tanpayadperjanjian dari
pihak, sehingga pengecualian terhadap asas inia hagus ditetapkan
dalam undang-undang. Seperti dalam pasal 1131, ,1#8da2 1133
KUHPER, yang menyatakan bahwa terjadinya ikatararankreditur
dengan harta kekayaan debitur semata-semata kaliggtapkan oleh
undang-undang. Disamping itu undang-undang menatapkla adanya
kreditur yang mempunyai kedudukan lebih tinggi padia kreditur lain.
Kreditur yang mempunyai kedudukan lebih tinggi idiberi hak
keutamaan. Dengan demikian hak keutamaan padajgmisan ini juga
ditetapkan oleh undang-undang.

Selain jaminan yang ditentukan oleh undang-undaadpa pula
jaminan yang lahir karena adanya perjanjian-paganglalam hubungan
ini adalah perjanjian antara kreditur dan debitahvia mereka telah
sepakat untuk member dan menerima hak jaminan suatu benda.
Jaminan yang termasuk dalam lembaga ini adalah i,gddpotik,
credietverband, fiducia, perjanjian garansi, debitinggung renteng dan

sebagainya.

E.1.2.2 Jaminan umum dan jaminan khé$us

Untuk kepentingan kreditur, undang-undang memhberjeminan

53bid, hal 44
54bid, hal 45
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yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengemaua harta kekayaan
debitur dan sebagainya disebut jaminan umum. dadngn umum terjadi
karena diatur dari undang-undang. Jaminan separtterlihat kurang
memberikan perlindungan yang nyata pada kreditng yatu dengan yang
lain terhadap seluruh harta kekayaan debitur. kuedialam perjanjian
dengan jaminan umum seperti ini disebut krediturikmwen, yaitu kreditur
yang kedudukannya sama berhak dengan kreditudntidak ada yang
harus didahuluikan dalam pemenuhann piutangnyaarf§dn jaminan
khusus di sini bermaksud untuk memberikan atau mpatkan suatu
kedudukan istimewa kepada seorang kreditur terh&degitur lainnya.
Kreditur dalam perjanjian dengan jaminan khususeldis kreditur
preferen, ialah pemegang hak privilege, pemegandgiggpemegang
hipotik, credietverband, broghtoch (perjanjian peggungan), perjanjian
garansi, perutangan tanggung menanggung dan sepagalaminan
khusus ini timbul karena adanya perjanjian yangskbudiadakan antara
kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yaergifat kebendaan

ataupun jaminan yang bersifat perorangan.

E.1.2.3 Jaminan atas benda bergerak dan jamina mada tidak

bergerak®

%Ibid, hal 46
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Pembedaan atas benda bergerak dan jaminan atas [bielatt
bergerak serta pembedaan antara jaminan atas bergizrak dan jaminan
atas benda tidak bergerak. Pembeda atas bendaakedan tidak
bergerak, dalam hukum perdata mempunyai arti pgntialam hal
tertentu, yaitu mengenai:

a. cara pembedaan/jaminan,

b. cara penyerahan

c. cara hal daluarsa

d. dalam hal bezit

Dalam hal pembedaan, untuk benda-benda bergerakulldn
dengan lembaga jaminan gadai, fidusia. Sedangkamk umenda tidak

bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan hipotédietverband.

E.1.2.4 Jaminan yang bersifat kebendaan dan jamy@angy bersifat
perorangaff

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyacircir
mempunyai hubungan langsung atas benda tertentudebitur dapat
dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengilenddnya (droit de
suite) dan dapat dialihkan, seperti hipotik, gat#ai sebagainya.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang tidak berdsg#bendaan
dari seorang debitur untuk menjamin pemenuhan Kearaj sendiri
maupun untuk pemenuhan kewajiban orang lain berksasuatu

perikatan jaminan yang bersifat assesoir pada fsatkiatan pokok.

%¥Ibid, hal 47
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Jaminan kebendaan dibagi menjadi beberapa jenigyu yek
tanggungan, fidusia, dan gadai. Jaminan perorardjaagi menjadi
beberapa jenis yaitu Penanggurapr() adalah orang lain yang dapat
ditagih, Tanggung menanggung, yang serupa dengajguag renteng,

Perjanjian Garansi.

E.1.2.5 Jaminan dengan menguasai bendanya dan tamraguasai

bendany®

Bentuk jaminan dengan menguasai bendanya terjaidi gadai dan
hak retensi, dimana benda yang dijadikan jaminamatiap kreditur akan
dikuasai oleh kreditur yang bersangkutan sampairgitya dilunasi atau
kalau tidak dilunasi hutangnya pihak kreditur dapenjual benda yang
dikuasainya untuk melunasi hutang pemilik bendseteut.

Jaminan tanpa menguasai bendanya adalah bentukajanyang
tidak perlu menyerahkan barangnya (yang mungkiokuberusaha sehari-
hari) kepada kreditur, sedang pihak kreditur maskifidak menguasai
bendanya secara langsung tetapi karena dalam jamkedendaan
mempunyai ciri-ciri hak kebendaan sudah cukup keatudukan kreditur
atas keamanan piutangnya. Dan dalam praktiknya ngmitanpa
menguasai bendanya ini yang banyak digunakan. @gaminan yang

tidak menguasai bendanya misalnya hak tanggungawtjly dan fidusia.

5bid, hal 47



47

E.1.3 Sifat dan Bentuk Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedalesmjadi dua
macam, Yyaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambah@accessoi).
Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk menttapafasilitas kredit
dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan rianBantoh perjanjian
pokok adalah perjanjian kredit bank. Sedangkan apgain tambahan
(accessoiy adalah perjanjian yang bersifat tambahan danitdéa dengan
perjanjian pokok. Contoh perjanjian tambahaocgssoiy adalah perjanjian
pembebanan jaminan. Sifat dari perjanjian jamindadah bersifat tambahan
(accessoly. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonskdssisebagai
perjanjian accessoir itu menjamin kuatnya lembagainan tersebut bagi
keamanan pemberian kredit oleh kreditur. Dana sebpgrjanjian yang
bersifat accessoir memperoleh akibat-akibat hukepesi halnya perjanjian
accessoir yang lain, yaift:

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok.

2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.

3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tanaipaimi juga ikut
batal.

4. lkut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

5. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogaka ikut beralih

juga tanpa adanya penyerahan khusus.

%8 |bid, him:37
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Bentuk perjanjian jaminan mengenai berbagai macambhga
jaminan dalam praktek perbankan di Indonesia sesantdiisyaratkan
dalam bentuk tertulis, sebagaimana Nampak dalamulayrmodel-model

tertentu dari Bank atau dituangkan dalam bentu& Blkitaris.

. TinjauanUmum Tentang Rekstrukturisasi Kredit
F.1.1 Pengertian Rekstrukturisasi Kredit

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Bank In@orieatang
Kualitas Aktiva ProduktifPengertian Restrukturisasi Kredit Bank adalah
upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka pespadalam kegiatan
perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitntuk memenuhi
kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/22B@5
tentang Kualitas Aktiva Bank Umum, Bank dapat melkan
Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang merherkuiteria sebagai
berikut :

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/abunga
kredit; dan

2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dipakan mampu
memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi

Akan tetapi tidak semua kredit bermasalah dapasttinkturisasi,

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7IZ26@5 tentang



49

Kualitas Aktiva Bank Umum bank dilarang melakuk@estrukturisasi
Kredit apabila bertujuan hanya untuk menghindari :

a. Penurunan Kualitas Produktif;

b. Peningkatan Pembentukan PPA;

c. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secaralaccru

F.1.2 Bentuk Rekstrukturisasi

Upaya Restrukturisasi (penyelamatan) terhadap tkibedinasalah dapat
dilakukan dengan cara sebagai berifut :
1. Reschedulingpenjadwalan kembali)
Memperpanjang jangka waktu kredit sehingga debitampunyai waktu
lebih longgar untuk mencari penyelesaian yang leigéinguntungkan, atau
dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuranggahangsuran
pertermin menjadi lebih ringan sesuai dengan kenoampya.

2. Reconditioningmengubah persyaratan)
a. Kapitalisasi bunga yakni dengan cara bungaidgachutang pokok.

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu terteksudnya bunga
yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan padk@oan tetap
harus membayar.

c. Penurunan suku bunga agar meringankan bebatudebi

% Gunarto Suhadl)saha Perbankan Dalam Perpektif Hukun{Yogyakarta: Kanisius,
2003), him. 106-107
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Misalnya : bunga pertahun 18 % diturunkan menj&d¥dpertahun dan
tergantung pertimbangan bank bersangkutan. Akilatogrpengaruh
kepada jumlah angsuran semakin mengecil sehinggangaakan
debitur.
Pembebasan bunga diberikan kepada debitur yang tidampu lagi
membayar kredit, akan tetapi wajib bagi debitur rhayar pokok
pinjaman sampai lunas.

. Restructuringjpenataan kembali)

Tindakan menambah fasilitas kredit bagi debituruatéengan cara
menambahequity (modal sendiri) yaitu dengan menyetoesh money,
akan tetapi ini biasanya gagal karena banyak pem#rusahaan yang
tidak mampu. Bank Indonesia telah mengeluarkantyena khusus, yakni
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/1507KHR tanggal 12
November 1998 yakni upaya yang dilakukan bank dategiatan usaha
perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibanmy dilakukan
melalui tindakan sebagai berikut :

a. Penurunan suku bunga kredit.

b. Pengurangan tunggakan bunga kredit.

c. Pengurangan tunggakan pokok kredit.

d. Perpanjangan jangka waktu kredit.

e. Penambahan fasilitas kredit.

f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan keteryang berlaku.
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F.1.3 Asas-asas Rekstrukturisasi Kredit

Restrukturisasi Kredit merupakan upaya perbaikany yhlakukan bank
dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yanggadami kesulitan untuk
memenuhi kewajibannya, yang didalamnya terdapagra@l jenis alternatif
yang dapat dipiliH® Rekstrukturisasi kredit ini hanya diperuntukkargiba
debitur yang masih memiliki prospek usaha yang katku kemampuan
membayar kembali setelah kredit direstrukturisasi.

Kualitas kredit yang direstrukturisasi adalah kregang setinggi-
tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelunmestrukutirsasi
memiliki Kualitas Diragukan atau Macet dan tidakui®h, untuk kredit yang
sebelum direstrukuturisasi memiliki kualitas lanatau Kurang Lancar.
Kualitas kredit tersebut dapat menjadi lancar, @paterjadi tunggakan
angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) gaalode pembayaran
secara berturut-turdt.

Pada Peraturan Bank Indonesia itu juga disampaiewa seluruh
bank harus memiliki kebijakan dan prosedur tertoiengenai restrukturisasi
kredit, kebijakan Restrukturisasi kredit yang tetfibetujui oleh Komisaris.
Selain itu Komisaris juga wajib melakukan pengawasecara aktif terhadap
pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit. Kanssadalah seseorang
yang mempunyai pengalaman serta kemampuan dibigartgankan yang

ditunjuk oleh pemegang saham melalui RUPS (RapaurbnPemegang

®Endang Sri RahayRestrukturisasi kredit sebagai salah satu upaya pelesaian

kredit macet skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas HukUWniversitas Sebelas Maret,
2007. Hal 7.

"t Edratna, Restrukturisasi yang efektif guna meningkatkan kija bank,

http://edratna.wordpress.com/2010/03/26/restrusaisiiyang-efektifguna-meningkatkan-kinerja-

bank/diakses2010, diakses pada tanggal 22 Februari 2013 jatrb17.
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Saham) dengan tugas melakukan pengawasan ataakikebkebijakan yang

dibuat oleh dewan direksi dalam rangka mengembamg&aha bank.

G. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Jasa Angkutan (Peisahaan
Otobus)

Perusahaan Otobus adalah sebuah perusahaan yaegakedibidang
penyediaan alat transportasi antar kota antar pso(AKAP). Perusahaan ini
hanya menyediakan alat transportasi berupa busadefagilitas dan kelas
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karenaamaksly sangatlah
membutuhkan pelayanan jasa transportasi yang auamamy;hmaﬁ.2

Saat ini, Perusahaan Otobus dikenal dengan seButarSebutan P.O
ini sering kita jumpai di terminal-terminal atakéd agen bus. Bisnis transportasi
ini sudah banyak persaingan antar P.O, karena sentmttambahnya jumlah
penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhanaresyt akan transportasi.

Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modadnyperusahaan
dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta darsapaan BUMN.
Perusahaan swasta bentuk hukumnya dapat berwujudisab@an
perseorangan, perusahaan persekutuan yang bukantidék berbadan
hukum dan perusahaan persekutuan yang berbadanmhukedang
perusahaan negara didirikan dalam bentuk badannmuBentuk perusahaan
ini pada umumnya selalu diasosiasikan sebagai bergaha yang bertujuan
untuk mencari keuntungan, sehingga ukuran kebdainagia juga dilihat dari

banyaknya keuntungan yang diperoleh dari hasilarsghtersebut.

"2 Tomy Prasetyo Gumilan@engaruh Kualitas Layanan Terhadap Pengguna Jasa
Transportasi Bus Antar Kota Anta Propinsiakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta,
2011, him 36.



53

Bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidakedapi dalam
masyarakat dagang Indonesia telah ada satu beatukghaan perseorangan
yang diterima masyarakat, yaitu Perusahaan Dadg@bpdtau Usaha Dagang
(UD) dan juga Perusahaan Otobus (PO). Bentuk pleaasaini bukan badan
hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkwampuéetapi termasuk
dalam lingkungan hukum dagaffgPerusahaan Dagang, Usaha Dagang dan
Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana hukumtgei@h menjalankan

perusahaan, sehingga dari badan ini timbul perkp&aikatan keperdataan.

" bid, him 45.



BAB llI

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris @&ngnenggunakan
suatu model pendekatan yuridis sosiologis. Pendekgtiridis sosiologis
adalahsuatu pendekatan yang dilakukan untuk menganaksisang sejauh
manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atamhang sedang berlaku
secara efektif! dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan umiekganalisis
secara kualitatif tentang proses restrukturisasilikr

Penelitian ini tentunya mengkaji dan menganalishaigap peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok shahaentang
pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh PT. BankyRialndonesia (Persero)
Tbk Cabang Kawi Malang terhadap perusahaan otobtra Riulia, antara
lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/20@8tang Perubahan
Atas Restrukturisasi Kredit dan Surat Keputusarekdir Bank Indonesia
No0.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tent&wptrukturisasi
Kredit Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat mmeigia NO: S. 94 —
DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 TentangstiR&turisasi

Kredit.

74Soerjono Soekamt®engantar Penelitian HukumCet.3 (Jakarta : Ul, 2007), Hal 52

54
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B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Imeigia (Persero) Thk
cabang Kawi Malang dengan pertimbangan bahwa PThk BRakyat
Indonesia (Persero) Tbhk Cabang Kawi Malang merupakank yang
menyediakan fasilitas pemberian kredit terhadamlpelusaha. Selain itu,
PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang kaalang merupakan
bank yang berkompeten dalam menangani masalah agaani untuk kredit.
Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbhk cakawgmalang terdapat
permasalahan sehubungan dengan tindakan restadgurkredit yang

dilakukan terhadap Perusahaan Otobus yang berkkandiiKabupaten Malang.

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dan diperoleh dalam ianehi adalah:
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh di lapangdau a
diperoleh dari sumbernya meliputi pengetahuan, glangan, dan
hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkaity hasil
wawancara dengan Satuan Kerja Restrukturisasi Kredgian
Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyatdnesia

(Persero) Tbk cabang Kawi Malang.
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Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka tespdteraturan
Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/200entang Perubahan Atas
Restrukturisasi Kredit Surat Keputusan Direksi Balmdonesia
No0.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang
Restrukturisasi Kredit, Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat
Indonesia NO: S. 94 —DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 &aber 2005
Tentang Restrukturisasi Kredit, serta peraturanunmang-undangan
lain yang terkait dengan permasalahan yang tedjadlidata-data yang
diperoleh dari pengkajian terhadap literatur (bbkiku) serta data-
data tertulis lainnya yang terkait dengan permasalayang dikaji

oleh penulis.

2. Sumber Data

a.

1)

Sumber data dalam penelitian ini adalah :
Sumber Data Primer
Sumber data primer diperoleh melalui Satuan Kerja
Restrukturisasi Kredit PT. Bank Rakyat IndonesiargéBro) Tbk
Cabang Kawi Malang.
Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah di
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusatibehtasi limu
Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Perpustakaan Kota Malang, dan literatur-literapemelusuran situs
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di internet dan peraturan perundang-undangan @abagai sumber

yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

D. Teknik Memperoleh Data

1. Teknik memperoleh data primer dalam penelitianaith@lah wawancara
kepada Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit PT. BRakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Kawi Malang.

2. Teknik memperoleh data sekunder diperoleh melaiudiS<epustakaan
dan Studi Dokumentasi yang ada di PT. Bank Rakyddresia (Persero)
Tbk Cabang Kawi Malang, dan hasil Penelitian lamggng mendukung

isi dari topik pembahasan yang di ambil dalam psogan skripsi ini.

E. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitiamgymemiliki
kesamaa® Populasi dalam penelitian ini meliputi Satuan Ker;
Restrukturisasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesiar¢Bro) Thk Cabang

Kawi Malang.

>pedoman Penulisan tahun akadem012/2013, Malang, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, him. 24
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2. Sampel
Sampel adalah bagian yang mewakili populasi dan pshm
ditentukan berdasarkan teknik samplfhg Pengambilan sampel
menggunakan metodpurposive sampling, yaitu mengambil sampel
dengan asumsi bahwa sampel yang terpilih telah etehgi
permasalahan yang dikaji. Sampel dalam penelitiradalah Satuan
Kerja Restrukturisasi kredit bagian Account offidéredit Bermasalah

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Cabang Kéalang.

3. Responden
Responden dalam penelitian ini yaitu Account offieedit Bermasalah
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Héalang sejumlah

2 orang yaitu Bapak Nanang Irfani dan Bapak Afrgdily

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan detaeskriptif
kualitatif, yaitu pembahasan dilakukan dengan caemmggambarkan secara
jelas dan sistematis dari data yang diperolehngdlaya diadakan analisis
terhadap data tersebut agar dapat dideskripsikgalssdenomena dalam
praktek pelaksanaannya. Data dan informasi yangpdid dikaji dan
dianalisis, serta dikaitkan dengan teori dan peaatyperundang-undangan
yang berlaku, untuk memecahkan masalah yang diandge@a kemudian

mengambil kesimpulannya.

®Ibid him, 24
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G. Definisi Operasional

1. Restrukturisasi Kredit

Dalam ketentuarPeraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI1/2000

Tentang Perubahan Atas Restrukturisasi Kredit S(eptitusann Direksi

Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 Noveni$#98 tentang

Restrukturisasi Kredit, ditegaskan bahwa : Restmisgasi Kredit adalah

upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam akagi usaha

perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibanpgng dilakukan

antara lain melalui :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

penurunan suku bunga;

pengurangan tunggakan bunga kredit;

pengurangan tunggakan pokok kredit;

perpanjangan jangka waktu kredit;

penambahan fasilitas kredit;

pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan lgarigku;
konversi kredit menjadi penyertaan modal sementaEda

perusahaan debitur.

2. Perusahaan Otobus

1) Perusahaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indone $&h d@gyiatan

(pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakagadgueralatan
atau dengan cara teratur dengan tujuan mencartkegsn (dengan
menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat bbeaage,

berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya);

2) organisasi berbadan hukum yang mengadakan traretaksusaha;

3) angkutan persusahaan yang bergerak di bidanguagaitan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
A.1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pertama didirikan di
Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatenadingan namBulp-
en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenatan Bank Bantuan dan
Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan hadia (pribumi).
Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudianddian sebagai hari
kelahiran BRI. Berdasarkan Peraturan PemerintahiN@hun 1946 Tentang
Bank Rakyat Indonesia Pasal 1 disebutkan bahwa Brarkkyat Indonesia
adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Replldldnesid.’

Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekadm tphun 1948,
kegiatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thkpsé terhenti untuk
sementara waktu dan baru mulai aktif kembali sktpkxjanjian Renville pada
tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rdkglanesia Serikat.
Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 rdille Bank Koperasi
Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan Bank Rakyat
Indonesia, Bank Tani Nelayan dawederlandsche Maatschappij (NHM)

Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tadbB65, BKTN

”’PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tibkofil PT. Bank Rakyat Indonesia,
http://www.bri.co.id/articles/1,02012.
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diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan raamk Indonesia Urusan
Koperasi Tani dan Nelayan.

Penetapan presiden No. 17 tahun 1965 tentang peéunkia@n Bank
tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia kelualakeberjalan selama
satu bulan. Ketentuan baru itu, Bank Indonesia &hrukoperasi, Tani dan
Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bdegara Indonesia unit
Il bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Neghardonesia unit Il
bidang Ekspor ImpofExim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentamgang-
Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 18nraB68 tentang
Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengerkdalifungsi Bank
Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negaranési® Unit Il Bidang
Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masingjasrdua Bank yaitu
Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indianeselanjutnya
berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 mek@etadgembali tugas-
tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undancamplesb No. 7
Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Rl No. 21 Tdl992 status Bank
Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyddrasia (Persero) Tbk
yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dialirisejak tahun
1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecipasasekarang tetap
konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitesdik kepada golongan

pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin ppeikembangan penyaluran
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KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yaegingkat menjadi
Rp.8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tah@8 $48mpai dengan bulan
September sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yamgkse pesat
maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempudga Kerja yang
berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantors®uBRI, 12 Kantor
Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabd&bglam Negeri), 145
Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khususvit Xork Agency, 1
Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongko#@ Kantor Kas
Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BBINIT dan 357 Pos
Pelayanan Desa.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kdalang yang
beralamat di Jalan Kawi No. 20-22 Malang Kota/Kiojesmi dibuka pada
tanggal 24 Oktober 1988 sebagai kantor Cabang HeRk Cabang Kawi
Malang. Kantor Cabang ini dibuka untuk mempermuttahsaksi perbankan
dan lebih mendekatkan diri kepada nasabah di dasekitar kantor. Inovasi
produk dan jasa dari Bank Rakyat Indonesia yangstberkembang membuat
Bank Rakyat Indonesia semakin dekat dengan nasgbaRakus utama hanya
kepada rakyat kecil saja, sekarang sudah mulai asehingga kalangan

menengah ke atas.
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A.2. Visi dan Misi Bank BRI (Persero) Cabang Malang
A.2.1. Visi
Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu meamgakan

kepuasan nasabahnifa.

A.2.2 Misi

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengangotamakan
pelayanan kepada nasabah mikro, kecil dan menengatiok
menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah mekaimigan kerja
yang tersebar luas dan didukung oleh sumber dayausra yang
professional yang melaksanakan prakéelod Corporate Governance.

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal depghak-pihak

yang berkepentingaf.

A.3. Produk Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang
Beragam altsernatif produk perbankan bisa didapatkeroduk dan Jasa
Layanan Bank PT. Bank Rakyat Indonesia meligti :
1. Simpanan
2. Pinjaman
3. Deposito

4. Kartu Kredit

8 pT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBkpfil PT. Bank Rakyat Indonesia,
http://www.bri.co.id/articles/102012, diakses 18 Maret 2013 jam 4.05 WIB
79 :
Ibid
* Ibid
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A.4. Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Rakpabnesia
(Persero) Cabang Malang selama ini adalah pelaymsanjasa perbankan
kepada masyarakat, dan pelayanan yang diberikampaé&t
A.4.1 Tabungan
1. Tabungan BritAma
Ini merupakan simpanan berupa tabungan uang yanmatda
dilakukan oleh seluruh masyarakat umum dalam lipgkasional.
BritAma ini merupakan produk unggulan dari BRI yaddengkapi
dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:
a. Real Time Online
Dengan fasilitas ini, transfer dapat dilakukan diam keseluruh unit
kerja di BRI yang tela®nline.
b. Asuransi Personal Accident
Setiap nasabah BritAma mendapatkan jaminan asukacsiakaan
diri, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diketap
c. Undian BritAma
Setiap nasabah tabungan BritAma akan diikut semtatalam
penarikan undian dengan total hadiah miliyaranatupi
d. Transfer Otomatis
Dengan memiliki rekening BritAma, nasabah bisa mgan

transfer secara otomatis secara rutin tiap bulan.

81 pT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBkofil PT. Bank Rakyat Indonesia,
http://kegiatan-usaha-bank.com/2012/06/kegiatantgaa-jasa-bank-bri.htpl8 Maret 2013
jam 5.00WIB
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e. BritAma Prime Card

Dengan adanya fasilitaBritAma Prime Cardini, nasabah dapat

melakukan:

1) Pembayaran non tunai dengan otorisasi tanda tadigantlet
atau toko yang berlogo Maestro yang tersebarelutish dunia.

2) Penarikan tunai dan cek saldo dijaringan ATM yabgrlogo
Master Card, Cirrus, dan Maestro yang tersebar eludish
dunia.

3) Penarikan tunai dan cek saldo di jaringan ATM BRTM
Link, ATM Bersama, dan ATM BCA.

4) Serta transaksi-transaksi lain yang mempermudatabais
dalam melakukan transaksi perbankan dan transaksi
pembayaran.

2. Tabungan Simaskot (Simpanan Masyarakat Kota)

Tabungan Simaskot ini merupakan layanan yang dideri
kepada masyarakat umum dalam lingkup Kabupaterkungnyimpan
uang dan penarikannya dapat diambil kapanpun danmargdipun
diseluruh ATM BRI. Penyetoran dapat dilakukan gesaat, frekuensi
dan jumlah penarikannya tidak dibatasi sepanjaltpsga mencukupi.

3. Tabungan Haji atau ONH (Ongkos Naik Haji)
Merupakan simpanan berupa uang yang diperuntuklagi b

perorangan masyarakat umum, dimana tabungan insushwntuk

melaksanakan ibadah haji atau untuk mendaftarkarselbagai calon
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jama’ah haji dan penyetorannya sesuai dengan tgafig telah
ditentukan.

4. Tabungan Deposito
Tabungan deposito ini dibagi menjadi 2 (dua), dieartya adalah

sebagai berikut:

a. Tabungan Deposita Berjangka
Merupakan simpanan masyarakat umum dalam waktja(ioga)
yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasab&tktu yang
biasanya digunakan adalah 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan

b. Sertifikat Deposito Berjangka BRI (SERTIBRI)
Merupakan sertifikat deposito berjangka yang digrpelikan dan
dapat dipindah tangankan. Akan tetapi pencairarimaeya dapat

dilakukan setelah jatuh tempo.

A.4.2 Transfer
Adalah jasa yang diberikan BRI kepada masyarakatukun
memberikan kemudahan dalam mengirim uang darikeniiinit atau
dari cabang ke cabang, baik dalam negeri maupumkgeri (Valuta

Asing) melalui BRI KCP.
A.4.3 Kredit
Adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada mastarmtuk
memberikan tambahan biaya dalam rangka mendirikamisbberupa
pinjaman yang disertai perjanjian yang telah dikapdersama.

Produk-produk yang termasuk dalam kredit yakni:
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1. Kredit untuk usaha
a. Kredit investasi, ialah kredit yang bertujuan mentbadebitur
untuk membiayai investasi yang menunjang usahamyaraa
lain pembelian mesin-mesin, kendaraan, membanguaiang
membeli toko.

b. Kredit modal kerja, ialah kredit yang bertujuanuknmembantu

debitur dalam membiayai modal kerja misalnya barang

dagangan, bahan baku, dan lain-lain.
2. Kredit Konsumtif

a. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) ialah kredit yang b@ran

untuk membantu calon debitur membeli atau membangun

rumah.

b. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) ialah kredit yangrtujuan
untuk membantu calon debitur memenuhi kebutuhalde@an
bermotor.

c. Kredit Pegawai ialah kredit yang bertujuan untuknmmeauhi
kebutuhan para pensiunan (PNS, Polri, dan TNI)

d. Kredit Pensiunan ialah kredit untuk memenuhi kebatupara
pensiunan (PNS, Polri, dan TNI)

3. Kredit program ialah kredit untuk menunjang prograemerintah
dalam rangka meningkatkan produksi pertanian daermekan,

antara lain:
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a. KUT (Kredit Usaha Tani) : ditujukan untuk membiayai
budidaya tanaman padi

b. Kredit sapi perah
c. Kredit tebu rakyat.

4. Kredit pengadaan pangan ialah kredit untuk menitkgka
kemampuan koperasi dalam membeli hasil produksapin.

5. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ialah kredit tanpa jamingang
disediakan bank untuk membiayai aneka usaha ratget dan
mikro, kredit ini merupakan program dari pemerintah

6. KUPEDES (kredit umum pedesaan) ialah kredit yarspdiakan
BRI yang dapat diakses oleh usaha kecil dan mikmgykhusus

dilayani di BRI Unit.

A.5. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Cabang Kawi Malang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kdadang

bentuk organisasinya adalah fungsional dan staffjapng karier para
anggota organisasi tidak terikat pada tingkat pahg#tan jabatan
struktural yang diperuntukkan bagi mereka yang mgym satuan-
satuan kerja yang melakukan kegiatan penunjang rdinpgngendalian
oleh pimpinan tidak terlalu ketat namun tidak memaikan fungsi
pengawasan. Berikut Struktur Organisasi PT. Banky®alndonesia

(Persero) Tbk Cabang Kawi Malang :



Struktur Organisasi BRI
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A.5.1. Uraian Tugas
Berdasarkan struktur organisasi tersebut di ateskandapat disusun
uraian tugagjob description)untuk masing-masing jabatan strategis yaitu
sebagai berikuf?
1. Pimpinan Cabang
a. Tanggung Jawab dan tugas

1) Mempersiapkan, mengusulkan, negosiasi, revisi dancapaian
Rencana Kerja Anggaran (RKA).

2) Kelancaran pelayanan operasional di Cabang danoKar#bang
Pembantu (KCP) dan BRI Unit.

3) Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkammpuan
pegawai di Kantor Cabang (Kanca), KCP dan BRI diipayakan
kualitas yang baik dari setiap fungsi : fungsi nesirkg, operasional
dan support.

4) Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui dah telah
sesuai dengan kewenangannya.

5) Menjamin ketepatan dan kebenaran pembukuan daralapo

6) Membina dan mengawasi kegiatan operasional di KakC#®, dan
BRI Unit.

b. Wewenang
1) Melakukan negosiasi dan menyetujui tingkat sukugbusimpanan

sesuai dengan kewenangannya.

8 profil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkuraB012 darDfficer PT. Bank
Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang.
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2) Memprakarsai, merekomendasi dan memutuskan krestiitkbaru,
suplesi, perpanjangan, 3R Rdscheduling, Restructuring,
Reconditioninydan penyelesaian kredit bermasalahan sesuaimlenga
kewenangannya.

3) Memberikan persetujuan penggunaan sesuai biaya-bsgsuai
kewenangannya.

4) Memberikan dan merubataccess” untuk OLSIB YaituOn Line
System Banking (password, User ID).

5) Mewakili Direksi dalam urusan dengan pihak lain.

2. Fungsi Pemasaran Dan Pemberian Pemasaran
a. Marketing Lending Officer
1) Tanggung Jawab dan Tugas

a) Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanysehingga
dapat mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PSgriarit
Nasabah yang dapat Dilayani (KND) dan Rencana Pa@ias
Tahunan (RPT) Kanca.

b) Menyusun RPT yang menjadi tanggung jawabnya sé®miana
Kredit Anggaran Pasar Sasaran (RKAPS) dan KND Kanca

c) Menerapkan proses kredit sesuai dengan KUP — BBbi{&kan
Umum Perkreditan) dan PPK (Pedoman PelaksanaanitKred
Retail yang telah ditetapkan terhadap Account yterghasuk

portofolionya untuk mencapai target Kanca.
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d) Berperan serta secara aktif dalam strategi pengegababisnis
Kanca serta menjalin hubungan secara profesiomajashedebitur
dan pihak ketiga yang terkait dengan BRI.

e) Melaporkan masalah-masalah perkreditan kepada Rampi
Cabang (Pinca).

2) Wewenang

a) Memutuskan kredit sesuai kewengannya.

b) Memberikan rekomendasi untuk kredit putusan Pinca.

c) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengan
kewenangannya dalam menganalisa, mengevaluasi, dan
memutuskan kredit.

d) Sebagai pemrakarsa permohonan pinjaman baru.

e) Menilai perfomancekerjaAccount Office(AQ).

b. Account OfficerKredit Umum
1) Tanggung Jawab dan Tugas

a) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/penganaksit kr

b) Membuat RTP (Rencana Target Perkreditan) atas rsgkiuog
dikelolanya dan tanggung jawab atas pencapaiannya.

c) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas acgangt
menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang
dicapainya (pendapat/keuntungan) dan menetapkaoritasi
pembinaan atasccountyang dikelolanya.

d) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan

untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi Kanca.
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e) Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepadabahs

f) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul padaratedam
pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan urja kerkait.

2) Wewenang

a) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa/penganabsi.k

b) Bertindak sebagai pejabat perekomendasi untuk kyaitg
diprakarsai AO lainnya.

¢) Menulis kredit Kretap/Kresun (Kredit berpenghasiegtap/Kredit
pensiunan) sesuai dengan wewenang yang diberik@rRahca.

d) Melaksanakan judgement yang mandiri sesuai dengavenang
yang diberikan oleh Pinca.

c. Account OfficerKredit Program
1) Tanggung Jawab dan Tugas

a) Membuat RTP atas Kredit program sesuai rencana yang
dibreakdowmdan bertanggung jawab atas pencapiannya.

b) Mempersiapkan dan melaksanakan aesountyang menjadi
tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dagstainya
dan mendapatkan prioritas pembinaan ataount yang
dikelola.

c) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan
untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi Kanca.

d) Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah.

2) Wewenang

a) Memprakarsai permohonan kredit program.
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b) Menetapkan skala prioritas dalam pemecahan darefe=ajan
masalah kredit yang timbul melalui koordinasi denga
Marketing Lending OfficeMLO) /Pinca dan Instansi terkait.

c) Menginventaris calon nasabah yang akan dilayani.

3. Fungsi Administrasi Kredit
a.Tanggung jawab dan Tugas

1) Mengelola proses dan prosedur administrasi kreditKantor
Cabang.

2) Menerima, meneliti dan mencacat setiap permohoneditksesuai
dengan Pasar Sasaran, Kriteria Resiko yang dit§HiR®), KND.

3) Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratanneirasi
atas setiap permohonan kredit.

4) Memelihara dan mengerjakan data portofolio krediit datedata

statis dan dinamis pinjaman).

4. Pengawas Kontrol Internal
a. Tanggung Jawab dan Tugas

1) Memastikan bahwa semua kegiatan operasional diaéridang
kredit, dana, jasa) telah dilaksanakan sesuai demgyasedur
operasional dan dapat mengamankan aset BRI.

2) Memastikan bahwa kegiatan perkreditan telah diladdsan
sesuai dengan KUP BRI/KKP.

3) Membantu Pinca dalam melaksanakan waskat di KaPabang,

agar resiko kerugian yang lebuh besar dapat dickedpndini.
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b. Wewenang
1) Meminta informasi, dokumen kredit dan non kreditkib
pembukuan kepada semua fungsi di Kanca untuk kiegeint
pelaksanan pengawasan.
2) Memberikan rekomendasi jalan keluar kepada Pinaa s¢tiap
kasus yang terjadi di Kanca, baik menyangkut bidzergreditan

maupun operasional.

A.6. Gambaran Umum Perusahaan Otobus Putra Mulia Be&edudukan

Di Kabupaten Malang

PO. Putra Mulia adalah suatu perusahaan yang ladérgdam bidang
pelayanan pengangkutan dengan jurusan Malang — janmaang didirikan
oleh Nono Budianto, dengan alamat kantor bertendpall. Ampel Gading
Kabupaten Malang. Berdiri sejak tahun 1990 yangael dari 1 (satu) buah
armada minibus untuk transportasi umum jurusan Mpla Lumajang lalu
berkembang sampai saat ini dengan armada yang bemiambah hingga
mencapai 40 (empat puluh) armada untuk transpartasm. PO. Putra Mulia
tetap beroperasi sampai sekarang dengan armadgabgsdigunakan berupa
bus ekonomi kecil yang masih belum menggunakan AC.

PO. Putra Mulia tersebut merupakan perusahaan quarsgan yang
beroperasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPR)436.362.4-007.000
terdaftar 8 Mei 2000, Tanda Daftar Perusahaan (TDR)04.1.46.23727
berlaku s/d 7 Juli 2014, Surat ljin Usaha Perdagan¢SIUP): 00215-

05/PB/1.824.271 berlaku s/d 3 Juli 2014. Sampadt isaajin beroperasi PO.
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Putra Mulia belum pernah dicabut. Saat ini, jumkainyawan di PO. Putra
Mulia berjumlah 10 orang, jumlah supir bus PO.r&Wlulia berjumlah 32

orang®

B. Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk
Cabang Kawi Malang
B.1. Prosedur Pemberian Kredit PT. Bank Rakyat Indmesia (Persero)

Tbk Cabang Kawi Malang Berdasarkan SK Direksi Bank

Indonesia Nomor 27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995entang

Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan BankPPKPB)

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1888rg

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992nigrPerbankan
memberikan definisi mengenai bank sebagai berikut :
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana damasyarakat
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembadigada masyarakat
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnyalalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Pemberian kredit merupakan salah satu usaha dak, Bermasuk juga
usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indon@sasero) Tbk Kantor
Cabang Kawi Malang yaitu menghimpun dana masyardkam bentuk
simpanan tabungan, deposito dan giro yang kemudisalurkan kembali

kepada masyarakat melalui pemberian kredit.

# Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account @ffi¢redit Bermasalah
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tahgdéaret 2013
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PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Hé4alang dalam
melaksanakan pemberian kredit kepada masyarakapumsmai standar yang
harus dilaksanakan yaitu prosedur perkreditan gahgt yang disusun sesuai
dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/DéRggal 31 Maret
1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan eBitakr Bank
(PPKPB). Prosedur pemberian kredit yang sehat yaiises pemberian
kredit yang harus mengikuti tahapan-tahapan selegikiut :

1. Penetapan pasar sasaran
Yaitu sekelompok nasabah dalam suatu industri, sagekonomi,
pasar, atau suatu daearah geografis yang memilikcic tertentu yang
diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasimaha dan biaya
pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnigieansahaan bisnis.
Tujuan penetapan pasar sasaran adalah agar pemkesdit dapat
dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengabesudaya yang dimiliki
BRI sehingga dapat memberikan keuntungan yang aptim
2. Proses pemberian putusan kredit
Adalah dengan tahapan sebagai berikut :
a) Prakarsa kredit dan permohonan kredit;
b) Analisis dan evaluasi kredit;
c) Negosiasi kredit;
d) Penetapan struktur dan tipe kredit;
e) Rekomendasi dan pemberian putusan kredit;
f) Kelengkapan paket kredit;

g) Pemberian putusan kredit.
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3. Proses realisasi kredit
Dengan tahapan sebagai berikut :
a) Pengajuan;
b) Pemberian putusan kredit;
c) Pembuatan perjanjian kredit;
d) Dokumen dan administrasi kredit;
e) Persetujuan pencairan kredit
f) Pembinaan dan pengawasan.
Sedangkan bentuk kredit berupa :
a) Kredit mikro yaitu kupedes;
b) Kredit retail yaitu kredit agunan kas, kredit exggekredit investasi,
kredit modal kerja.
c) Kredit menengah yaitu kredit agribisnis dan krédsnis umum.

d) Syariah.

B.2. Proses Pemberian Kredit PT. Bank Rakyat Indongia (Persero) Tbhk
Cabang Kawi Malang Kepada Perusahaan Otobus Putra Mlia
Berkedudukan di Kabupaten Malang

Pelaksanaan persetujuan perjanjian kredit di PThkBRakyat
Indonesia (Persero) Tbhk Cabang Kawi Malang adadahagai berikut :
1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh nasabah/casabah yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesdsogan anggaran

dasar bank. Surat permohonan melalui “customericeerofficer”
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disampaikan kepada “Bussines Unit” sesuai kelompakabahnya

(corporate, commercial, retail dan lain-lain).

2) “Bussines Unit” meneliti surat permohonan nasabah thelakukan
penolakan langsung apabila termasuk dalam krisetiegai berikut:

a. Kredit yang dimohon akan digunakan untuk membiayaha yang
dilarang menurut undang-undang atau bank

b. Usaha diklasifikasikan sebagai terbatas (restrjcdu beresiko
tinggi dan berdasarkan penilaian ‘business unitaki layak
dipertimbangkan;

c. Perusahaan calon nasabah dan atau pengurus/penmsajsarmgnya
termasuk ke dalam daftar gabungan kredit macet @ddtar black
list yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Penolakan tersebut harus segera diberitahukan &epadohon
secara tertulis.

3) Apabila berdasarkan data/informasi yang disampaikasabah/calon
nasabah “Business Unit” menilai pemohon mempungautasi dan
prospek bisnis yang baik, maka “Businees Unit’ nanpgaikan
rekomendasi kepada “Credit Risk” Management Arekardabentuk
Nota Analisa.

4) “Credit Risk” Management Area (CRMA) atas dasaranainalisis
melakukan evaluasi singkat secara independen atsifitals yang
diajukan dan menyajikannya dalam bentuk “Creditdr&p

5) Apabila berdasarkan hasil penilaian CRMA permohdgadit tersebut

layak dan dapat disetujui, selanjutnya CRMA mentardgani “Credit
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Approval” bersama-sama dengan “Bussines Unit” pédtiavel
authority” yang sama (Four eyes principles).

6) “Business Unit” membuat dan menyampaikan surat geitaihhuan atas
persetujuan yang diberikan (offering letter) kepadesabah dengan
tembusan disampaikan kepada CRM serat “Credit Adtnation”
untuk dapat dipersiapkan perjanjian kredit dan ssmienya.

7) Apabila dianggap perlu “Chief Credit Officer” dapaeminta CRMA

untuk melakukan presentasi atas usulan kredit géajgkan.

B.2.1. Fasilitas Kredit Yang Diberikan Kepada Peruahaan Otobus

Putra Mulia Berkedudukan di Kabupaten Mdang

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukarPTBank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malasgifas kredit yang
diberikan terhadap Perusahaan Otobus Putra Muli&ketedukan di
Kabupaten Malang tertuang di dalam satu perjanisdit yaitu Akta
Perjanjian Kredit tertanggal 20 Mei 2005, Nomor yi&hg dibuat oleh
dan/atau dihadapan Sri Amini Miadji SH Notaris dalsihg. Fasilitas
kredit tersebut terdiri dari dua fasilitas yaffu:
1. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan salah satu layananBahk Rakyat

Indonesia yang bertujuan untuk membiayai tambahadainkerja yaitu

piutang dan tambahan persediaan. Dalam kredit i Bank Rakyat

# Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account @ffiredit Bermasalah
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tahg@danuari 2013.
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Indonesia (Persero) Cabang Kawi Malang juga melapamambahan
plafond (suplesi) kredit. Untuk dapat mengajukasdkrini calon debitur
harus dapat menyediakan dana sendiri sebesar 30%ot# kebutuhan
modal usaha. Jangka waktu disediakan dalam dubapiliyaitu skim
plafond kredit menurun dengan jangka waktu maksimal tajaum, dan
skim plafondkredit tetap dengan jangka waktu maksimal satu nahu
Kredit Modal Kerja yang diberikan pihak bank padaggal 25 Mei 2005
kepada Perusahaan Otobus Putra Mulia adalah séRp<200.000.000,00
dengan bunga kredit sebesar 16% dan dengan jangk&u vt tahun.

Sehingga kredit seharusnya akan berakhir padaah@gg\Viei 2006.

2. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan fasilitas kredit yangedikan untuk
pembiayaan pemohon dalam memperoleh barang modaditKnvestasi
dapat diberikan dalam rangka refinancing untuk mayab barang modal
yang telah dimiliki perusahaan, cirinya yaitu pegdran bunga kredit
dilakukan secara bulanan, kecuali diperjanjikarekeghnya sesuai dengan
karakteristik arus kas. Kredit Investasi yang dikser pihak bank pada
tanggal 15 Juni 2007 kepada Perusahaan Otobus Rutla adalah
sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan bunga kredédsae 16% dan
dengan jangka waktu 5 tahun. Sehingga kredit seshgauakan berakhir

pada tanggal 15 Juni 2012.
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B.2.2.Persyaratan Kredit Yang Diberikan PT. Bank R&yat Indonesia
(Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang Kepada &usahaan
Otobus Putra Mulia
1. Kredit Modal Kerja
Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah sebagai
berikut?®
a) Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minitelah
berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal hlinta
terakhir
b) Mengajukan surat permohonan kredit
c) Melampirkan copy KTP atau Surat KewarganegaraarétSu
Keterangan ganti nama, copy Kartu Keluarga dan Akkah
d) Pasfoto calon debitur
e) Melampirkan copy dokumen identitas usaha, NPWP,PSIU
SITU, TDP, HO, atau perijinan lainnya. Khusus usaha
berbadan  hukum  ditambah dengan copy Akte
Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha
f) Agunan pokok (usaha yang dibiayai) dan agunan therba
(fixed asset)
g) Melampirkan copy rekening Koran 3 bulan terakhiagb
nasabah take over bank lain)
h) Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuradsin biaya

notaris.

* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tikpfil PT. Bank Rakyat Indonesia,
http://lwww.bri.co.id/articles/61, 18 Maret 2013 j&n®O0WIB
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2. Kredit Investasi

Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah sebagai

berikut®*

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Menyediakan dana sendiri minimum 35% total biaya
proyek
Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha mintelah

berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimalhinta

terakhir

Mengajukan surat permohonan kredit
Melampirkan copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/

Surat Keterangan ganti nama, copy Kartu Keluarga da

Akta Nikah

Pasfoto calon debitur

Melampirkan copy dokumen identitas usaha, NPWPPSIU
SITU, TDP, HO, atau perijinan lainnya. Khusus usaha
berbadan  hukum ditambah dengan copy Akte

Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha

Agunan pokok (usaha yang dibiayai) dan agunan tharba

(fixed assét

Melampirkan copy rekening Koran 3 bulan terakhiagio
nasabaltiake overbank lain)

Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuradaih biaya

notaris.

* |bid
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B.2.3. Prosedur Pemberian Kredit Kepada Perusahaa®tobus Putra
Mulia
1. Kredit Modal Kerja
Pemberian Kredit Modal Kerja harus memenuhi prosedu
pengajuan kredit yait>
a. Debitur Menyerahkan permohonan dan berkas-berkaskun
bahan dasar analisa kredit ke petugas ADK (AdniBmsst
Kredit).
b. Setelah pinjaman dinyatakan siap dicairkan olehalpiBank
debitur membawa sertifikat asli kepemilikan barbaggerak.
c. Menandatangani berkas perjanjian kredit, suratl&are surat
kuasa menjual dan kuitansi penerimaan.
d. Menerima uang
e. Menerima kartu angsuran dan kuitansi
2. Kredit Investasi
Pemberian Kredit Modal Kerja harus memenuhi prosedu
pengajuan kredit yait(®
a. Permohonan kredit diajukan secara tertulis dengamgajukan
surat permohonan oleh debitur dan dicatat oleh ADK
(Administrasi Kredit) dalam permohonan kredit.
b. Terhadap setiap permohonan kredit, Pejabat Pensaakar
melakukan penilaiamlengan memperhatikan antara lalana

sendiri minimum 35% total biaya proyek, usaha y&ygk,

“SpT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TB&doman Prosedur Pemberian Kredit,
Malang, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thka@Gglikawi Malang, 2012.
46y i
Ibid
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usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan pemxalddiba
minimal 1 tahun terakhir.

c. Pejabat Pemrakarsaccount Officer(AO) meneruskan paket
permohonan kredit yang sudah dianalisis, dievalsexta sudah
direkomendasikan, setuju kepada ADK (Administrasedt)
Kantor Cabang.

d. Setelah pinjaman dinyatakan siap dicairkan olerakpiBank
debitur membawa sertifikat asli kepemilikan barbeggerak.

e. Menandatangani berkas perjanjian kredit, suratl&are surat
kuasa menjual dan kuitansi penerimaan.

f. Menerima uang

g. Menerima kartu angsuran dan kuitansi

B.2.4. Jaminan Yang Diberikan Oleh Perusahaan OtosiPutra Mulia
Kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (PersejoTbk Cabang

Kawi Malang

Pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Rakyat ohebia
(Persero) Tbk Cabang Kawi Malang kepada PO. PutréaMaitu berupa
fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Invessi (KI) yang
terdapat di dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal\& 2005, Nomor 19
yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Sri Amini Mi&i Notaris di

Malang.
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Jaminan dari pemberian fasilitas kredit tersebudladd jaminan
assetberupa benda bergerak dan benda tidak bergeral, tgadiri dari
assetsebagai berikut’

1. Asset Benda Bergerak
Benda bergerak yang dibebankan dengan Jaminanidfigasg

diberikan oleh debitur yaitu tujuh (7) unit Bus dan trayek Malang —
Lumajang. Asset tersebut tetap dioperasikan unnénjalankan
usahanya yang kesemuanyasset itu milik debitur dengan
dibuktikannya BPKP atas nama debitur sendiri sebzayza dinyatakan
dan tertuang di dalam Akta Jaminan Fidusia tan@alMei 2005
Nomor 28 dibuat oleh Sri Amini Miadji SH Notaris Malang yang
telah didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidu&anenterian
Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah dawimur di
Surabaya sebagaimana telah nyata dalam sertifidasida Nomor
W6.1122.04.06.TH.2005 tertanggal 25 Juli 2005 Dalasettifikat
jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal fi8ahig-undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dicakdn kata-kata
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”. Apabila debitur cidera janji/wanprestaspenerima
fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang awknpbjek
jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pegjarikatan jaminan
tersebut berisikan, bahwa Jaminan fidusia ini dkag&r untuk menjamin

pelunasan utang pemberi fidusia sejumlah Rp. 108@0000,00 dengan

*” Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account @ffi¢redit Bermasalah PT. Bank
Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 15aa2013.
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Jenis Obyek 7 Unit Bus (benda bergerak) dan NildyeR
Rp.500.000.000,00.
. Asset Benda Tetap

Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabidawyi
Malang dalam memberikan kredit meminta adanya jamiselain
jaminan fidusia yang berupa kendaraan bus-bus betrseHal ini
dilakukan oleh pihak bank sebagai upaya pencegapahila debitur
wanprestasi dan jaminan fidusia tersebut tidak pultmtuk menutup
pinjaman yang telah diberikan. Selain itu, juga agglh upaya
pencegahan apabila jaminan fidusia bermasalahapatdiua jaminan
lain yang diberikan oleh debitur berupa sertifikak atas tanah yang
dibebani hak tanggungan. Pemberian jaminan padaBRiik Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang tidaktepas dari
perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan khugasnengenai hak
tanggungan, yaitu satu bidang tanah berupa bangumaah tinggal
yang dipergunakan secara pribadi oleh debitur @an Bidang tanah
berupa tanah kosong/kebun. Semua asset milik dehérsebut
diikatkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APWNDmor
10/2000 tanggal 27 Oktober 2005 dan telah nyatani&ertifikat Hak
Tanggungan (SHT) Nomor 251 tanggal 4 November 200%l nilai
dari keduaasset tersebut berjumlah Rp. 1.600.000.000,00. Walaupun
begitu, jaminan yang telah diserahkan ini memiligsiko dimana

bangunan seperti rumah tinggal tersebut dipergunaleaara pribadi
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oleh debitur. Sedangkan tanah/kebun yang dijamintenmdikasi

disewakan oleh debitur terhadap pihak lain.

C. Pengkategorian Kredit Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbhk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaa Otobus
Putra Mulia
C.1. Dasar Yuridis Pengkategorian Kredit BermasalahOleh PT. Bank

Rakyat Indonesia

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memigkiko tinggi
karena debitur telah gagal atau menghadapi masadéddm memenuhi
kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalapat diartikan suatu
keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggempbayar sebagian atau
keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yelag tiperjanjikan, atau
telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagianpuon keseluruhan
kewajibannya tidak akan mampu dilunasi detfifubalam hal ini, debitur
terindikasi tidak mampu melunasi keseluruhan kevaanya untuk
membayar.

Praktik perbankan sehari-hari, pengertian kreditmasalah adalah
kredit-kredit yang kategori kolektibilitasnya masudialam kriteria dengan
perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, daditkreacet'

Pengertian kredit macet ialah kredit yang telaluhjatempo, namun

belum dilunasi, dan tunggakan angsuran lebih dad Rari atau 9 bulan.

“Wahyudi SantosdRestrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Intergral Resrukturisasi
Perbankan, Buletin Hukum Perbankan, Volume 6, 2008, hal 18.
9 Lukman DendawijayaVlanajemen PerbankaGhalia, Jakarta, 2003, him. 81
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Kemudian dikatakan kredit macet ialah debitur tidammpu lagi untuk
mengangsur hutang pokok dan bunganya dari hadiaugang dimodali dari
fasilitas kredit®

Kriteria untuk menentukan suatu kredit itu macetbenarnya telah
diatur dalam Penilaian Kolektibilitas Kredit dald?eraturan Bank Indonesia
No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas AktRank, yaitu>*

1. Kredit lancar
Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalaminyelaan
pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.

2. Kredit dengan perhatian khusus
adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman gambayaran
bunganya telah mengalami penundaan selama 1 hapasalengan 90
hari.

3. Kredit kurang lancar
kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pentbayaunganya
telah mengalami penundaan selama 91 hari sampgadet?0 hari dari
waktu yang diperjanjikan.

4. Kredit diragukan
kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pentbayaunganya
telah mengalami penundaan selama 121 hari sampgadel80 hari dari

waktu yang diperjanjikan.

%% |bid, him 82.
51 |bid. him.81
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5. Kredit macet
Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pemisay®éunganya
telah mengalami penundaan selama 271 hari sampgade99 hari dari

waktu yang diperjanjikan.

C.2. Pengkategorian Kredit Perusahaan Otobus PutraMulia Sebagai

Kredit Bermasalah

Perusahaan Otobus Putra Mulia dalam menjalankarhaoga
mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Rakpabhesia Cabang Malang
Kawi pada awal tahun 2005. Namun, di tengah usahaagt ini PO. Putra
Mulia mengalami sedikit kendala. Hal ini disebabkiesrena banyaknya
usaha pesaing di bidang pelayanan pengangkutantr@sasportasi darat
bermunculan, sehingga perusahaan mengalami pemurujanliah
penumpang. PO. Putra Mulia saat ini mengalami permr omset
pendapatan dimana pengeluaran lebih besar darippdmasukan.
Permasalahan timbul dimana kondisi keuangan pemasakaat ini belum
mampu untuk dapat mengangsur kembali kedua jenibtda kredit kepada
PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang yHitedit Modal Kerja
(KMK) dan Kredit Investasi (KI).

Di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malangkigtatas kredit
bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengagembangkan sistem
“pengenalan dini” yaitu berupa daftar kejadian ajajala yang diperkirakan
dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang médagit bermasalah.

Karena setelah pelaksanaan realisasi kredit dgaldmemya waktu, kualitas
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suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas Emmenjadi kredit yang perlu
perhatian khusus, kredit kurang lancar, kreditglikan, bahkan kredit macet.
Penanganan kredit bermasalah di PT. Bank Rakyainbgla Cabang Kawi
Malang bersifat antisipasif, proaktif, dan berdisip yang menuntut
dilakukannya pengenalan diredrly warningsign) atas tanda akan adanya
kredit bermasalah dan segera mengambil tindakaat tepbelum kredit

menjadi semakin macg.

Tabel 1.
Fasilitas kredit yang dinikmati PO. Putra Mulia
Jenis Kredit Plafond Baki Debet/ Hutang Bunga
Hutang Pokok
Modal Kerja 300.000.000,00 300.000.000,00 28.027,@D

Investasi 1.500.000.000,0Q0 425.000.000,00 38.425.000,0(

Jumlah 1.800.000.000,0p ~ 725.000.000,00 66.452.000,0

SumberData Sekunder, diolal2013

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh pendiketahui
bahwa Perusahaan Otobus Putra Mulia telah mengdaiist PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang sejakggal 25 Mei 2005
dengan sektor ekonomi pengangkutan transportasit d@bagai usahanya.
Kredit Perusahaan Otobus Putra Mulia memiliki tuadgm hutang pokok
sebesar Rp. 725.000.000,00, dan hutang bunga seRps&6.452.000,00
sehingga totalnya berjumlah Rp. 791.452.000,00 yeamgpir mencapai nilai

1 Milyar. Dari jumlah hutang tersebut dari awal idebsama sekali belum

>’ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, AccdDfficer Kredit Bermasalah PT.
Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggalalriari 2013.
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membayar hutang terhadap kredit modal kerjanya inavial proses kredit
sampai kemudian ada addendum perjanjian sampai adengroses
restrukturisasi pertama sehingga untuk baki delet &utang pokoknya
masih tetap senilai Rp. 300.000.000,00 karena tatik pembayaran sama
sekali dari debitur. Jumlah hutang pokok tersebasim ditambah hutang
bunga senilai Rp. 28.027.000,00Berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Nanang Irfani diketahui terdapat suatu kebijakan internal bank
bahwa terhadap Kredit Modal Kerja dapat diperpamjsetiap tahunnya dan
perpanjangan kredit modal kerja yang belum dibaah debitur tersebut
didasarkan atas addendum perjanjian, sehingga tdaun 2006 sampai
dengan tahun 2010 ada empat kali addendum penanjierhadap Kredit
Investasi tunggakan mulai terjadi pada Maret 20k®yda sekarang baki
debet atau hutang pokoknya tersisa sebesar R@DG®R600,00 ditambahkan
dengan hutang bunga sebesar Rp.38.425.000,00 gahiotgl hutang pokok
adalah Rp.725.000.000,00 ditambah total hutang @&@umrglalah Rp.
66.452.000,00.

Ukuran untuk menentukan kredit bermasalah bagi R@aPMulia
adalah berdasarkan perjanjian yang telah disepké&dtia belah pihak antara
debitur dan kreditur. Permasalahan yang dihadagh &?T Bank Rakyat
Indonesia Cabang Kawi Malang seperti yang telablatikan di atas bahwa
debitur pada awalnya mendapatkan fasilitas kregidsilitas kredit yang
diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawiavglkepada debitur

yaitu berupa Kredit Modal Kerja (KMK) yang diperbléebitur pada 25 Mei

>* Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account @ffi¢redit Bermasalah PT. Bank
Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 22 &a2013.
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2005 dan Kredit Investasi (KI) yang diperoleh debipada 15 Juni 2007.
Total kucuran kredit dari kedua fasilitas kreditrsebut sebesar
Rp.1.800.000.000,00. Namun, pada Juni 2009 delmulai mengalami
kesulitan pembayaran pokok, sehingga debitur tida@sd mengalami
kolektibilitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPlksampai akhirnya
terindikasi ke dalam kolektibilitas kredit macetdpaMaret 2010. Namun
pihak bank melihat bahwa debitur memiliki prospekaha yang baik
sehingga pihak bank menilai debitur memiliki kemap membayar
kembali setelah kredit direstrukturisasi. Oleh kareitu pihak bank
memberikan alternatif penyelesaian kredit kepadmatauleagar kredit tersebut
direstrukturisasi.

Restrukturisasi Kredit bertujuan untuk penyelamateadit sekaligus
menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehdanDial ini, berdasarkan
aturan internal dan kebijakan PT. Bank Rakyat Iedtan Cabang Kawi
Malang proses restrukturisasi dapat dilakukan seflamlua kali terhadap
debitur. Restrukturisasi pertama dilakukan terhadiapitur pada April 2010
dan restrukturisasi kedua dilakukan terhadap depéda Mei 2011 hingga 2012.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PTnkBRakyat
Indonesia Cabang Malang Kawi dalam hal proses uldstrisasi kredit
berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. BakiaRdandonesia NO:
S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 tdiem Restrukturisasi
Kredit. Rekstrukturisasi merupakan upaya penyelamatredit terhadap
debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.ségoatau tahapan

restrukturisasi kredit terhadap debitur tertuang tardasarkan pada Surat
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Keputusan Kanwil yang dibuat oleh pihak PT. Bankkyga& Indonesia

(Persero) Thk Cabang Kawi Malang.

Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Rakyat Indonesa (Persero) Thk
Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus PutrdVulia

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malasjalu
mengupayakan suatu kredit macet dapat diselesdiagan terlebih dahulu
melakukan penyelamatan kredit melalui restruktsri arena hal ini dinilai
lebih menguntungkan pihak bank daripada bentuk glesgian yang lainnya.
Dengan dilakukannya restrukturisasi dan berhasigkan akan mampu
membuat koletibilitas suatu kredit menjadi membddn itu berarti akan
mengurangi persentase kredit macet di PT. Bank &alkylonesia Cabang
Kawi Malang.

Berdasarkan Kebijakan Umum yang tertuang didalamat3€{eputusan
Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADR/2005 tanggal 30
Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit. Rksirisasi kredit
bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus mlenyatkan usaha debitur
agar kembali sehat. Hal yang utama dalam pelaksamsarukturisasi kredit
adalah tetap mengutamakan kepentingan BRI. Restisd&si kredit harus
merupakan alternatif terbaik dalam menyelamatkaredikr sekaligus
menyelamatkan usaha debitur. Dalam hal ini terdaatuan Kerja
Restrukturisasi Kredit dan tahap-tahap restrulkasrikredit. Satuan Kerja
Restrukturisasi Kredit yaitu satuan kerja yang iksdaakan fungsi

restrukturisaasi kredit. Adapun tahap-tahap restrigasi kredit yaitu terdiri
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dari Prakarsa Kredit, Negosiasi, Analisis dan Easiu Putusan

Restrukturisasi, Dokumentasi Restrukturisasi, damikdring.

D.1. Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit
Untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan terh&dagt yang
diberikan oleh bank dan ketentuan perkreditan janmapat diketahui sejak
dini, maka bagian ADK (Administrasi Kredit) Kant@abang Kawi Malang
melakukan penelitian/pengujian ke unit kerja Kak@avi Malang, minimal
satu kali dalam satu tahun untuk meyakinkan bahvedakpanaan
restrukturisasi kredit telah dilaksanakan sesuangde ketentuan yang
berlaku. Penelitian yang dilakukan oléh :
1. Pinca (Pimpinan Cabang) yang ditunjuk.
Tugas dari Pinca (Pimpinan Cabang) yang ditunjutuya
ADK (Administrasi Kredit) dan Pinca (Pimpinan Calgh atau pejabat
yang berwenang harus benar-benar memastikan bagwaaskewajiban
debitur berupa kewajiban pokok, bunga, dan biaggebilainnya yang
terkait dengan pemberian kreditnya telah dibayaaesudan telah dibuku
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebelum melakukan penyerahan dokumen kepada debRDK,
Pinca/pejabat yang berwenang telah memastikan ba®msua proses
restrukturisasi kredit telah sesuai ketentuan yaertaku.
2. MP(Manajer Pemasaran) atau MBM (Manajer Bisnis Biikryang

ditunjuk

>* Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account @ffi¢redit Bermasalah PT. Bank
Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 22 &a2013.
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Tugas dari MP(Manajer Pemasaran) atau MBM (ManBjenis Mikro)

yang ditunjuk yaitu :

a) Memelihara laporan pembinaan kredit (LKN).

b) Meneliti dan menganalisa data/laporan-laporan yditgyima sebagai
bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-land&hiin lanjut
guna penyehatan dan pengembangan di bidang peeredi

c) Mengambil langkah-langkah untuk bahan kegiatan apahgan
sehubungan dengan hasil analisa di atas yang depgta bimbingan,
peringatan, pengarahan, ataupun petunjuk tekriadap debitur.

d) Menyajikan laporan-laporan kredit berdasarkan kdddkas yang
memerlukan tindakan segera, disertai saran/usalpgEranganannya.

e) Menyajikan laporan berkala untuk memberikan gambaederapa jauh
hasil pembinaan yang telah dicapai.

. AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) yang ditunjuk

a) Mengadakan penelitian apakah kredit yang diberigitiak bank telah
dipergunakan sesuai dengan syarat-Syarat dan tuyaengy telah
ditetapkan sebelumnya.

b) Bilamana terjadi penyimpangan, sampai seberapa paalgimpangan
tersebut dapat ditolelir dengan memperhatikan aigflang mungkin
timbul.

c) Meneliti apakah asumsi-asumsi yang dijadikan dasatimbangan
pemberian kredit sesuai dengan kenyataan di lapanga

d) Mengadakan pengamatan apakah manajemen perusargatihara

dengan baik.
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e) Membantu mencari jalan keluar dalam hal debitur ghadapi suatu
masalah.

f) Meneliti sampai seberapa jauh kemungkinan pengegaan
perkreditan di sektor usaha debitur yang bersaagkut

4. AO (Account Officey yang ditunjuk

Tugas dari AOAccount Officey yang ditunjuk yaitu :

a) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara benkdsingan
terhadap debitur, meliputi penilaian perkembangaaha debitur,
kepatuhan debitur dalam memenuhi perjanjian, pemamu kredit
maupun perlindungan kepentingan Bank lainnya yaeggarah pada
pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang dipekiamj

b) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara benkdsingan
terhadap debitur yang dilakukan sejak permohonasdikrsampai
dengan pelunasan atau penyelesaian kredit, badasatkan laporan
yang disampaikan secara berkala dan atau inforia@syang relevan
(off-site maupun peninjauan secara langsung-gite atas seluruh
kegiatan debitur. Pengawasan sea#fasite maupunon-sitedilakukan
dalam rangka pembinaan kepada debitur untuk mekgietecara dini
kemungkinan adanya masalah yang timbul yang beribégi keamanan
kredit yang diberikan, mengantisipasi masalah kersdan menyusun

rencana maupun mengambil langkah perbaikan sebagaimestinya.



98

D.2. Tahap-tahap Restrukturisasi Kredit

Bank dalam melakukan rekstrukturisasi mengacu kaepdlrat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Eanggal 12
November 1998 tentang restrukturisasi kredit seb@mza telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2G3fa ganggal 12 Juni
2000, bahwa restrukturisasi adalah upaya yang wklk bank dalam
kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat m#mekewajibannya.
Berpedoman pada SK Direksi Bank Indonesia terséfiut Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbhk Cabang Kawi Malang mempuagtaan internal
yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Irefim NO: S. 94-
DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 TentangstiR&turisasi
Kredit. Restrukturisasi tidak lepas dari prinsighé-hatian, oleh karena itu
bank dilarang melakukan Restrukturisasi dengaratujintuk menghindari:

a. penurunan penggolongan kualitas Pembiayaan;

b. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPAj gdaih besar,

c. Penghentian pengakuan pendapatan margin secasd.akru
Restrukturisasi tersebut hanya dapat dilakukan déssr permohonan
secara tertulis dari debitur. Restrukturisasi hatigpat dilakukan untuk
debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Debitur mengalami penurunan kemampuan pembayaaan; d
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2) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampemenuhi
kewajiban setelah restrukturisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakydnesia NO:
S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 tdieg Restrukturisasi
Kredit, maka berdasarkan SK tersebut tahap-tatsipukturisasi di PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malaagat dilaksanakan
maksimal sebanyak 2 (dua) kali terhadap debitdritinderarti jika satu kali
restrukturisasi tidak berhasil, maka dapat dilakueoses restrukturisasi satu
kali lagi.

Proses restrukturisasi kredit yang dilakukan PThkBaakyat Indonesia
(Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusabézbus Putra Mulia
yang berkedudukan di Malang telah dilakukan sebanylma Kkali
restrukturisasi. Tidak ada perbedaan dalam prodas @un tahapan
restrukturisasi kredit yang pertama maupun kedwadapan Restrukturisasi
pertama pada hakikatnya mekanisme restrukturideesn @ama dilakukan
terhadap proses restrukturisasi yang kedua. Penangaestrukturisasi
pertama dan kedua terhadap debitur ini ditetapka&mganh Putusan
Restrukturisasi Kredit berdasarkan Surat Putusastr&ieurisasi Kanwil.
Adapun tahap-tahap restrukturisasi kredit yangkdikan PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terh&apisahaan Otobus

Putra Mulia adalah dengan:
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a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit

Prakarsa restrukturisasi kredit dalam restruktarid¢a(satu) maupun
restrruktuisasi 2 (dua) diawali dengan memanggdiitde dan mengajukan
peringatan dan penagihan sebanyak 3 (tiga) kaki imelalui lisan (telepon)
maupun dengan tulisan (surat). Melakukan wawandamamelakukan analisa
ulang atas kondisi keuangan debitur, menanyakamausedepan dan rencana
penyelesaian kewajibannya.

Setelah dilakukan pendekatan berdasarkan uraidrangen di atas
terhadap pihak debitur, terdapat suatu analisisvhakondisi keuangan
debitur mengalami penurunan pemasukan dari tahbalwsanya. Debitur
mengalami penurunan kemampuan dalam melunasi wtargrena setelah
diketahui pihak bank dari penjelasan debitur bahteedapat suatu kendala
yang terjadi di lapangan, yakni jalur jembatan @engyjuan trayek Malang —
Lumajanganjlok, sehingga jalur jembatan yang pada awalnya dajzdtid
oleh dua arah, namun karena jembatan tersabjitk maka jembatan itu
hanya dapat dilalui satu arah saja. Hal tersebulst®bkan yang dalam satu
hari pada awalnya mobilitas bus tersebut bisa mpoarfima kali perjalanan
Malang — Lumajang menjadi hanya dapat menempuhksdit@atau dua kali
perjalanan saja dalam satu hari.

Permasalahan tersebut berdampak pada penurunasyemayang
mengakibatkan debitur mengalami kerugian. maka ldafkm kondisi seperti
ini menawarkan dan memutuskan untuk melakukan pemgtan kredit atau

restrukturisasi kredit kepada debitur.

>® Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, AccdDfficer Kredit Bermasalah PT.
Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggaleé2tuari 2013.
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b. Melakukan negosiasi
Setelah adanya pendekatan oleh bank kepada deaitudiketahui
bahwa usaha debitur masih berjalan dan setelahatiaisaha tersebut masih
ada harapan untuk menjadi baik, maka bank melakumemyosiasi dengan
menawarkan rekstrukturisasi kredit sesuai dengaiakan internal bank dan
pada akhirnya penawaran restrukturisasi kreditdisietujui oleh debitur.
Proses rekstrukturisasi yang telah dilaksanakak paitu >°
1) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kepaedditur atau
pihak bank
2) Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, anpikak bank
melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk etehigsecara
pasti dan langsung tentang kondisi usaha yangal&eleh debitur.
Setelah itu, petugas bank membuat laporan kunjungaabah (LKN)
3) Setelah membuat laporan, petugas bank selanjuteyabomt Berita
Acara Negosiasi (BAN)
4) Barulah melakukan analisis kembali atau disebu gengan 5C.
Bank mengadakan negosiasi terhadap debitur sesaagad
kemampuan usahanya dengan analisa perbankan. Realaya debitur
mengajukan untuk angsuran Kredit Modal Kerja dap. R5.000.000,00
menjadi Rp. 1.000.000,00 tetapi karena menurutkpibenk perbandingan
tersebut terlalu jauh, maka bank menawarkan angderaebut menjadi Rp.
5.000.000,00 dan penawaran tersebut disetujui adbiitur, sedangkan untuk

Kredit Investasi yang pada awalnya debitur mengajukngsuran Kredit

% Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat IndonBisiaS.94-DIR/ADK/12/2005
Tentang Restrukturisasi Kredit
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Investasi dari Rp 25.000.000,00 per bulan meni&ali 1.000.000,00 per
bulan, namun pihak bank menolak tawaran negosaselbut dengan alasan
oleh karena perbandingan tersebut terlalu jauh med@pai pada akhirnya
angsuran tersebut disepakati menjadi Rp. 5.000000¢er bulan. Dalam
restrukturisasi 1 (satu) negosiasi yang terjadicgdseperti uraian yang ada di
atas, di restrukturisasi yang ke 2 hasil negosi@strukturisasi tetap
digunakan. Dari uraian tersebut dapat dikatakamvaahhap negosiasi antara
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Keaiang dengan

pihak perusahaan otobus dapat berjafan.

c. Analisis dan Evaluasi

Bank dalam tahap ini memutuskan untuk mendapatkatu sanalisis
yang pasti, oleh karena itu bank langsung terjuak@angan dan melihat
kondisi usaha debitur dengan melakukan pemantdeaiangan dan keadaan
keseluruhan usaha maupun kredit debitur, maka dtdapsaha debitur
mengalami penurunan pendapatan karena penurunalahjupgnumpang
hampir 5092

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Direksi PT.k BRakyat
Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Deber 2005 Tentang
Restrukturisasi Kredit adapun upaya yang dilakuéktn PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbhk Cabang Kawi Malang adalah:

1. Perubahan tingkat suku bunga kredit

2. Penjadwalan kembali

*’Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, AccdDfficer Kredit Bermasalah PT.
Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggaViaget 2013.
58 .
Ibid
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3. Pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuEntken yang
berlaku
4. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakk&amdian
5. Penjualan Agunan
6. Kombinasi dari beberapa alternatif
Berdasarkan dari upaya diatas, maka bank melakkiaubinasi dari
beberapa alternative upaya tersebut. Ada tiga tekiajuasi yang kemudian
dipilih/ditempuh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ré@eo) Tbk Cabang
Kawi Malang terhadap PO. Putra Mulia yaitu melaipaya>®
1. Perubahan tingkat suku bunga kredit
Berdasarkan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi PTk Bakyat
Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Dwber 2005
Tentang Restrukturisasi Kredit Penurunan suku bukigalit adalah
untuk perubahan/penurunan tingkat suku bunga mielghith kecil dari
suku bunga yang saat ini sedang berlaku.
Penurunan suku bunga kredit yang paling rendatklardit yang
direstrukturisasi dengan kolektibilitas macet disglsan dengan
kemampuarcash flowdebitur. Berikut merupakan tabel penurunan suku

bunga kredit terhadap debitur, yaitu:

> Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account @ffi¢redit Bermasalah PT. Bank
Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 27 &2 3.
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Tabel 2.
Penurunan Suku Bunga Kredit

Perjanjian Kredit | Bunga Awal | Restrukturisasi 1 | Restrukturisasi 2

Kredit Modal Kerja 16% 14% 11%

Kredit Investasi 16% 14% 11%

SumberData Sekunder, diolat2013

Pihak bank menerapkan penjadwalan ulang kepadatudebi
terhadap kredit modal kerja dengan penurunan sukgaKredit Modal
Kerja yang dinikmati oleh debitur dilaksanakan da#i Restrukturisasi
Kredit yang intinya melakukan penurunan suku bukgadit yang
semula dengan bunga awal 16% kemuadian pada resisalsi 1
menjadi 14% per tahun dan pada restrukturisasuBati menjadi 11%
per tahun

Kredit investasi dalam hal ini juga dilaksanakana duali
restrukturisasi Kredit yang intinya juga melakukpenurunan suku
bunga yang awalnya 16% pertahun kemudian padaukéstisasi 1
menjadi 14% per tahun dan restrukturisasi ke 2atiuienjadi 14% per
tahun berlaku secafkating rate(mengambang).

. Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara membrerika
tambahan jangka waktu kredit termasuk perubahamgbdan besarnya

angsuran pembayaran pokok dan atau bunga/denda.
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Tabel 3.
Perubahan Besarnya Angsuran
Perjanjian Kredit Angsuran Restrukturisasi 1 | Restrukturisasi 2
Awal
Kredit Modal Kerja| 25.000.000,00 15.000.000,00 5.000.0000,00
Kredit Investasi 25.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00

SumberData Sekunder, diolal2013

Terhadap kredit debitur ini dilakukan restruktusisdnal itu dapat
dilihat dari riwayat kredit debitur. Pinjaman yamfperikan kepada
debitur pertama kali adalah Kredit Modal Kerja (KMpada tanggal 25
Mei 2005 sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan jangkaéuvsatu tahun.
Oleh karena itu untuk menambah modal kerja renogtasi perbaikan
teknis maka pihak bank memberikan jangka waktuikssampai dengan
25 Mei 2006. Kredit Modal Kerja yang dinikmati oletebitur
dilaksanakan dua kali Restrukturisasi Kredit yangnya mengubah
angsuran pokok pinjaman yang semula Rp. 25.00@008r bulan di
restrukturisasi 1 diubah menjadi Rp. 15.000.0000@0 bulan dan di
restrukturisasi 2 diubah menjadi Rp. 5.000.000&00plan.

Terhadap Kredit Investasi ini diberikan pada tahdgaJuni 2007
sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan jangka waktlit 5 tahun yaitu
sampai 15 Juni 2012, untuk Kredit investasi tidala gerpanjangan
jangka waktu hanya merubah limit kredit yang tethhraikan di atas
yaitu jatuh tempo pada tahun 2012, sedangkan uredit modal kerja
dapat diperpanjang setiap tahunnya, berdasarkdmtzagancara dengan

BapakNanang Irfani PT. Bank Rakyat Indonesia mempunyai kebijakan
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internalnya sendiri bahwa untuk kredit modal kema dijelaskan

fasilitas kredit ini dapat diperpanjang setiap taiya. Pembayaran

kembali kredit ini harus mengangsur dengan tertdsuai jadwal

mengangsur dan angsuran yang telah dibuatkan piwak dan disetujui

debitur, tetapi debitur sampai saat ini belum mammngangsur kredit

tersebut. Kredit Investasi yang dinikmati oleh debdilaksanakan dua

kali Restrukturisasi Kredit yang intinya mengubahgsuran pokok

pinjaman pada restrukturisasi 1 yaitu senilai Rf@8.000,00 per bulan

diubah menjadi Rp. 5.000.000,00 per bulan.

Hingga pada 15 Januari 2013 jumlah tunggakan hytakgk dan

bunga yang dimiliki oleh debitur yang ada sejakdkrkreditnya benar-

benar dinyatakan macet pada bulan Januari 2018radaebagai berikut:

Tabel 4.

Tunggakan Hutang Pokok Dan Bunga PO. Putra Mulia

Jenis Kredit Plafond Baki Debet/ Hutang Bunga
Hutang Pokok
Modal Kerja 300.000.000,00 300.000.000,00 28.027, @D
Investasi 1.500.000.000,00 425.000.000,00 38.425.000,0(
Jumlah 1.800.000.000,00  725.000.000,00 66.452.000

SumberData Sekunder, diolat2013

Pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sestextken yang berlaku

Berdasarkan pasal 3 ayat (6) Surat Keputusan Difeks Bank

Rakyat Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tang@8l Desember

2005 Tentang Restrukturisasi Kredit bahwa Pengewdisset debitur di

sini meliputi asset perusahaan debitur, baik ya@minkan maupun

.0
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yang tidak dijaminkan atau yang dijaminkan kepadhalp ketiga.

Pengelolaan dan atau pengambilalihan asset debrsebut merupakan
tindakan dalam rangka penyelamatan kredit baik raea&tif maupun

pasif (pengawasan).

Restrukturisasi kredit macet terhadap utang deletah diupayakan
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Keklang dengan
cara pengambilalihan asset milik debitur. Assetikmdebitur yaitu
berupa 7 buah unit bus (benda bergerak) dan betaja. Dalam hal ini
Asset benda bergerak yaitu berupa bus milik debétap dioperasikan
debitur menjalankan usahanya. Asset tersebut di@ba dengan

jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

Pengambilalihan asset debitur berpedoman pada drdadang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia olgknikaasset
debitur merupakan benda bergerak yang dibebankagadejaminan
fidusia. Pasal 19 Undang-undang Jaminan Fidusiady 42 tahun
1999 berbunyi pengalihan hak atas piutang yangniijalengan fidusia
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak kimajiban
Penerima Fidusia kepada kreditur baru. Yang dindKgpengalihan”
dalam hal ini antara lain menjual atau menyewakatard rangka
kegiatan usahanya.

Upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyatlohesia
(Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap utangtutelyang
tergolong ke dalam kualitas kredit macet salahrsattbank meminta

kepada debitur untuk menjual asset debitur yarakdkan oleh debitur
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sendiri secara sukarela. Namun, asset terseblk bdehasil terjual
karena sikap debitur yang terus mengindar (tida@pkaeatif) ketika
pihak bank terus mendesak untuk mengambilalih atemyerahkan
asset tersebut, sehingga dapat disimpulkan upaygap®ilalihan asset

debitur gagal atau tidak berjalan sesuai ketenyaag berlaku.

d. Putusan Restrukturisasi

Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihaknaj@men PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi MalaaiguyMP (Manajer
Pemasaran) atau MBM (Manajer Bisnis Mikro), dimambak manajemen
tersebut mengadakan kuorum (Komite Kredit) ataukudis untuk
menyelamatkan kredit macet terhadap debitur, laldathm diskusi tersebut
pihak manajemen terkait memberikan solusi dan sgeeny nantinya dari
solusi-solusi tersebut akan menghasilkan satu isotagbaik dengan
pertimbangan berdasarkan hasil kuorum ters®but.

Berdasarkan Pasal 11 Surat Keputusan Direksi PTnk BRakyat
Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Deber 2005 Tentang
Restrukturisasi Kredit yang berbunyi Putusan réstmisasi kredit
dituangkan dalam perjanjian kredit, dimana bentulari dperjanjian
restrukturisasi kredit tersebut tergantung dariematang diatur didalamnya.

Putusan restrukturisasi kredit terhadap debituddsarkan isi dari
pasal 11 tersebut telah dituangkan dalam Akta Rj&ja Kredit tanggal 20

Mei 2005 Nomor 19 yang dibuat oleh dan/atau dipadaSri Amini Miadji

* Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, AccdDfficer Kredit Bermasalah PT.
Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggaViadet 2013.
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SH Notaris di Malang, dimana Putusan Restrukturis&edit terhadap
debitur diterbitkan berdasarkan Surat Keputusaniflan

Berdasarkan wawancara dengan Bapsknang Irfani Selaku
Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyatldnesia (Persero)
Tbk Cabang Kawi Malang secara garis besar mengtaskateri putusan
restrukturisasi kredit terhadap debitur yaitu isingnengubah syarat dan
ketentuan kredit antara lain berupa penurunan éihgilku bunga kredit yaitu
Kredit Modal Kerja dari 14% menjadi 11% dan Krentivestasi dari 14%
menjadi 11%, pemberian keringanan tunggakan hupakgk yaitu untuk
Kredit Modal Kerja dari Rp 15.000.000,00 per butaenjadi Rp5.000.000,00
per bulan dan Kredit investasi dari Rp. 25.000.00(er bulan menjadi Rp.
5.000.000,00 per bulan, perpanjangan jangka waktwkikredit modal kerja
perpanjangan waktu selama satu tahun dan kredisiasi selama lima tahun.

Materi restrukturisasi tersebut dibuat dalam bent#dendum
restrukturisasi pertama dan addendum restrukturisedua, oleh karena
terhadap debitur tersebut telah terjadi dua kalru&turisasi yang merupakan
satu kesatuan dari perjanjian kredit semula yaguapjian kredit yang
tertuang di dalam akta perjanjian kredit tanggahvz 2005 Nomor 19 yang

dibuat oleh dan/atau dihadapan Sri Amini Miadji Sbtaris di Malang.

e. Dokumentasi Restrukturisasi
Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan urkuédit dengan

kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Réstrnisasi kredit wajib
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didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang meanadrta terdokumentasi
dengan baik’

Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisaseditkr
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rdkyhinesia No: S. 94-
DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 TentangstiR&turisasi
Kredit, meliputi:

1) Asli surat permohonan debitur
Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kiegfpada PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2) Copy laporan kunjungan kepada nasabah
Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, angkak bank
melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk etehgi secara
pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang alékedleh debitur.
Petugas membuat laporan kunjungan tersebut dalarukbd aporan
Kunjungan Nasabah (LKN).

3) Copy berita acara negosiasi dengan debitur
Negosiasi merupakan gambaran awal serta persepgjem& rencana
restrukturisasi oleh debitur dengan pihak bankargetnya dibuat berita
acara negosiasi (BAN).

4) Copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan sagdatam rangka
restrukturisasi kredit) + foto usaha dan agunan

Petugas memeriksa dan menilai agunan milik delséuta memeriksa

prospek usaha debitur, dimana petugas melihat udabigur memiliki

* Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, AccdDfficer Kredit Bermasalah PT.
Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggaViaet 2013.
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prospek usaha yang masih cukup baik, selanjutnyaadilaporan hasil
pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini.

5) Asli Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (RK) yang telah
ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit
Bank langsung terjun ke lapangan dan melihat kongiaha debitur
dengan melakukan pemantauan keuangan dan keadsafurkhan
usaha maupun kredit debitur, selanjutnya petugasbuat hasil analisis
ini ke dalam Memorandum Analisis Restrukturisasedt (MARK)
yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakaeshtk

6) Asli CRR Kilasifikasi Warna Kredit terakhir (dalanrangka
restrukturisasi kredit)

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbhk CabamgviKMalang

berwenang memberikan putusan kredit yang didasapeda warna

kredit sebagai berikut:

a) Untuk kredit dengan Klasifikasi warna putih diputakeh Pejabat
Kredit Lini (PKL) bidang RM Relationship Manageméntyang
memiliki limit kredit yang cukup;

b) Untuk kredit dengan Kklasifikasi warna abu-abu digutsecara
bersama-sama oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) bidafiV
(Relationship Manageméndan Pejabat Kredit Lini bidang CRM
(Credit Risk Managemenyang memiliki limit yang cukup.

¢) Untuk kredit bermasalah, yang berwenang adalatbRe}aredit Lini

bidang RM Relationship Manageményang ditunjuk atau Pejabat
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Kredit Lini bidang CRM Credit Risk Managemensesuai dengan

limit kredit yang cukup.

Pendokumentasian restrukturisasi kredit ini harrpenuhi sebagai
alat pembuktian dikemudian hari. Setiap dokumengyada dipastikan
keabsahan dan terpenuhinya persyaratan hukum etiap siokumen, baik

yang ditertibkan oleh bank atau yang disampaikeh debitur.

f.  Monitoring

Disamping itu pengawasan putusan harus meliputygsasan sehari-
hari oleh manajemen terhadap setiap pelaksanaamepam kredit. Juga
pengawasan kredit harus meliputi audit intern téalpa semua aspek
perkreditan yang dilakukan oleh Satuan Kerja PTnkBRakyat Indonesia
(Persero) Thk Cabang Kawi Malang.

Monitoring usaha lebih ditingkatkan terhadap debikunjungan ke
debitur harus lebih sering dilakukan, omset usaha Wiaya-biaya harus
diperketat, laporan keuangan harus tertib, artipihak bank harus
mengetahui secara detail perkembangan usaha detetungga secara dini
dapat diketahui oleh bank dan tindakan-tindakancegamhan. Monitoring
secara ketat berlangsung 6 bulan sampai 1 tahdamae proses
restrukturisasi berjalan. Setelah dilakukan momitproleh pihak bank dan
diketahui bahwa kondisi debitur memburuk karenaebata hal yang tidak
dapat diperbaiki maka bank mengambil keputusan kuntaenjual

jaminannya?

®? Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Accddfftcer Kredit Retail PT. Bank
Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 15 M20&3.



113

Tahap-tahap restrukturisasi PT Bank Rakyat Inden€sibang Malang
Kawi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Baaky&gt Indonesia NO:
S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 degtRestrukturisasi
Kredit. Secara prinsip bank tidak menginginkan asaébitur berhentisfop),
karena otomatis akan mematikan kemampuan debitlamdanemenuhi
kewajibannya kepada bank. Oleh karena dalam haldetitur dalam
kolektibilitas kredit macet maka pihak bank mengaribdakan yang tidak
terlalu menyulitkan debitur, justru sebaliknya pihbank akan melihat

prospek usaha debitur.

E. Hambatan yang Dihadapi Oleh PT. Bank Rakyat Indones (Persero)
Tbk Cabang Kawi Malang Dalam Proses Restrukturisasi Kredit
Terhadap PO. Bus Putra Mulia

Setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah pagatemg tidak sesuai
dengan apa yang ada di dalam prakteknya. Kenyataaadalah bahwa
adanya ketidakseimbangan anta@s seindan das sollennya. Kenyataan
yang didalam praktek berbeda dengan kenyataana@agdalam aturannya.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkareholPT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malarajard Surat
Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO84DIR/ADK/12/2005
tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasditrjuga terdapat

hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, antaseksgai berikit

® Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, AccdDfficer Kredit Bermasalah PT.
Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggaVia6éet 2013.
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1. Prakarsa Kredit mengalami kendala dimana debitmgaasulit untuk
diajak bekerjasama saat prakarsa restrukturisasai ndilakukan oleh
bank, vyaitu bank melakukan pemanggilan terhadap itudebdan
mengajukan peringatan/pemberitahuan penagihan wabah (tiga) kali
baik melalui lisan (telepon) maupun dengan tulisésurat)/surat
pernyataan yang dibuat oleh pihak bank yang mekgathahwa kondisi
debitur dalam memenuhi kewajibannya sedang beratasaitu dalam
kolektibilitas kredit macet. Dalam tahap ini, bahdebitur tidak beritikad
baik dapat dilihat dari debitur tidak mau memenpdunggilan pihak bank
apabila pihak bank memanggil debitur. Debitur sefaknghindar apabila
pihak bank melakukan pemanggilan, hal tersebutrelilekan debitur
masih tidak paham maksud bank sebenarnya melakidsirukturisasi
kredit terhadap debitur adalah mau menyelamatkeaditkdebitur tersebut
yang masuk dalam kolektibilitas kredit macet. Seléw jika dilakukan
pemanggilan oleh pihak bank kepada debitur untulumasi kreditnya,
seringkali debitur tidak memenuhi panggilan ter$edengan alasan
debitur belum memiliki uang untuk mengangsur kardisababkan karena
cash flowperusahaan debitur yang bersangkutan terus menurun.

2. Negosiasi mengalami kendala dimana debitur tidadpkaeatif dan tidak
adanya keterbukaan dari debitur. Hal demikian tideyqas dari sifat
hubungan antagonistik yang ditunjukkan oleh debpada saat proses
negosiasi. Pada sisi yang lain pihak debitur sdi@mwpaya memperoleh
keringanan yang maksimal pada saat proses negos@asentara pihak

bank mencoba mencapai solusi negosiasi yang palaiky agar tidak
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merugikan pihak bank maupun pihak debitur itu sgndiegosiasi
dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan mengemainestrukturisasi,
syarat, dartlype kredit, namun debitur tetap menunjukkan sikap ek
kooperatif.

. Analisa dan evaluasi mengalami kendala dimana baeskilitan dalam
melakukan pendekatan analisa dan evaluasi kepdudturd&arena sikap
debitur yang tidak kooperatif tersebut, dimana aedangan hasil analisis
dan evaluasi yang dilakukan oleh bank baik dengaemiperikan
peringatan atau dengan meninjau langsung faktaeylagangan terhadap
usaha debitur, diketahui bahwa debitur sebetulnifaatd mampu untuk
memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan krediteyhadap pihak
bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh defitisih beroperasi dan
pihak bank menganalisa dari sisi keuangan debdbmwia prospek usaha
debitur dinilai baik, namun debitur dengan sendajak menyelesaikan
masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar.

. Putusan Restrukturisasi mengalami kendala, dimanatusgn
restrukturisasi yang telah disepakati bersama pieak bank dan debitur
yang tertuang di dalam Surat Putusan Restrukturisanwil tidak
dijalankan oleh debitur sesuai dengan isi putusatrukturisasi yang telah
disepakati yaitu seperti kewajiban angsuran buldedradap debitur yang
telah direstrukturisasi tidak dibayarkan. Hal iremanjukkan tidak adanya
itikad baik yang ditunjukkan dari debitur, padai slain putusan
restrukturisasi tersebut sebenarnya membantu dalaah untuk

menyelamatkan kredit macet yang diderita debitur.
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5. Dokumentasi Restrukturisasi mengalami kendala psa dokumen-
dokumen yang ada dalam paket restrukturisasi kteldih terpenuhi oleh
debitur dan harus dilengkapi sesuai data sebenateyapi kemudian
setelah melalui proses analisis perbankan kembal @ihak bank
diketahui bahwa data-data yang ada dalam dokumetgtesebut tidak
sesuai dengan kenyataan yang telah dipaparkan dabhur di dalam
dokumentasi restrukturisasi tersebut. Dalam hal dsbitur tidak
memaparkan hal yang sebenar-benarnya ke dalam @wokrestrukturisasi
tersebut yaitu bahwa diketahui oleh pihak bank tdelielah mempunyai
usaha lain selain perusahaan otobus tersebut daaliskéentang usaha lain
yang didirikan debitur tersebut tidak dicantumkan alach
pendokumentasian. Bank tentu saja kesulitan undgiilsémacam ini yang
pada akhirnya mengacaukan isi dari dokumentasiuldgtisasi tersebut
karena tidak sesuai dengan kenyataan atau realiig §da pada debitur,
berarti restrukturisasi kredit tidak didukung demgaformasi dokumen
lengkap mengenai usaha debitur.

6. Monitoring, dalam hal ini proses monitoring mengail&endala dimana
seperti yang telah diketahui bahwa debitur padalisoyang tergolong ke
dalam kolektibilitas kredit macet perlu mendapathpgan khusus dan
extra dari petugas ban&gcount officey. Peran dan bimbingan pihak bank
dalam hal ini sangat penting untuk mengantisipasilingkinan kegagalan
restrukturisasi. Tetapi bank kesulitan untuk dagtar-benar memonitor
usaha maupun kondisi keuangan debitur secara dataiengsung, karena

dalam hal ini bank tidak dapat melakukan pengawasaaupun
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pendekatan selama 1 x 24 jam terus-menerus menidgaumengawasi
perkembangan debitur oleh karena pihak bank jugageré keterbatasan
tenaga staf ahli atau fasilitator dan secara faB#k juga tidak

mempunyai kekuatan memaksa.

F. Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Oleh PT. Bdn Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Dalam Roses
Restrukturisasi Kredit Terhadap Perusahaan Otobus Rtra Mulia

Berikut ini adalah analisis penulis tentang upagagy dilaksanakan
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Caléawi Malang untuk
mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam grosstrukturisasi
kredit terhadap Perusahaan Otobus Bus Putra Milia :

1. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap prakarsd keetdi pihak bank
tidak hanya melakukan pendekatan terhadap del@farnselainkan juga
melakukan pendekatan kepada pihak keluarga atasi gbitur, dengan
tujuan agar debitur lebih terbuka dan dapat memekeWwajibannya
untuk meyelesaikan permasalahan kreditnya. Daldnnhgpihak bank
tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk elesgikan
kreditnya dengan tetap dilakukannya tindakan aktif pihak bank untuk
menemui debitur. Tetapi diperlukan adanya itikadik baecara
berkesinambungan dari masing-masing pihak baiktulebiaupun pihak

bank itu sendiri dan komunikasi serta kerjasamagyatens. Sehingga

* Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, AccdDfficer Kredit Bermasalah PT.
Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggaVia6éet 2013.
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penyebab permasalahan dapat diketahui dan dapaikadib jalan keluar

yang baik.

. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Negosiasi,dalam negosiasi
pihak bank tetap bersikukuh untuk tidak mengikugrmpintaan dari

debitur yaitu keringanan yang maksimal. Persyaratstrukturisasi

tahapan ini harus dilalui oleh debitur dengan dikbaik. Debitur

mengalami masalah ekonomi di dalam menjalankanamyalh dimana

debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga atemy kegagalan

yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kiaapya untuk

menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada baek Karena itu,

berhasil atau tidaknya penerapan negosiasi untuicapai kesepakatan
restrukturisasi ini sangat tergantung pada konalsiektif pihak bank

dan debitur, berarti dalam hal ini antara bank dbitur harus

mengupayakan negosiasi yang sifatnya “series” diatkelanjutan

sampai pada negosiasi tersebut telah mencapaiylaasgjlmaksimal bagi
kedua belah pihak dan setiap laporan hasil negostasebut harus
dituangkan ke dalam Berita Acara Negosiasi (BANhgyalibuat oleh

petugas bank.

. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Analisa dandsi.

Upaya yang dilakukan pihak bank dalam menyelesakdadit macet

adalah dalam hal ini bank berdasarkan atas prkeggercayaan kepada
debitur untuk dapat menyelesaikan kredit karena bituie tersebut

memiliki prospek usaha/ kemampuan membayar kenseddilah kredit
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direstrukturisasi. Dapat disimpulakan bahwa Ban&pderpegang pada
analisa terhadap debitur.

. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Putusan Rasgasi

Untuk keperluan pengawasan putusan restruktuysagj tertuang dalam
Surat Keputusan Kanwil dapat terlaksana dengan, mmdka pejabat
pemberi pejabat ADK (Administrasi Kredit) wajib ra&lkan
pemeriksaan/ penilaian secara sampling terhadagsgutrestrukturisasi
dari pejabat yang diberi ADK (Administrasi Krediguna memastikan
bahwa restrukturisasi telah dilakukan dengan bdaarsesuai ketentuan
yang ada.

. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap DokumentasgruReirisasi
yaitu meminta keterangan mengenai keberadaan dokyaeg dapat
berpengaruh terhadap pembayaran hutang debitebtérsDokumentasi
merupakan alat pembuktian, maka dalam tahap penumhkiasian bank
wajib melaksanakan dokumentasi kredit dengan baik tertib. Setiap
dokumen yang ada harus dipastikan keabsahan daentéinya
persyaratan hukum atas setiap dokumen, baik ydagibkan oleh bank
atau yang disampaikan oleh debitur. Dokumen-dokuprémer kredit
seperti surat hutang/perjanjian kredit, asli simatti pemilikan agunan
dan pengikatannya telah ada dalam berkas sesuagamernang
dipersyaratkan dalam dokumentasi restrukturisasiikrdan dokumen-
dokumen tersebut harus benar, lengkap serta semm@tara hukum
demi mengamankan kredit/kepentingan bank, yangemgiry adalah

bahwa dokumentasi restrukturisasi kredit harus rmedgng unsur-unsur
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pengendalian intern. Dokumentasi restrukturisasiedikr harus

dilaksanakan sesuai putusan/ketentuan sehinggétiketekelengkapan
dan akurasinya dapat menjadi sumber informasi bagk agar proses
restrukturisasi kredit tersebut dapat terlaksammae baik;

. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Monitoringtu yseperti

dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan monitorin@tebat dikarenakan
keterbatasan petugas bank/ staf ahli untuk melakpsmgawasan, oleh
karena itu pihak bank mengupayakan agar pengawadaadap debitur
kredit macet tersebut dengan bantuan pihak ketgg gilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku, untuk memonitor debitur gyaproses

pengawasan dan penagihannya dimintakan bantuard&epejaksaan
Negeri Malang, maka pihak bank membuat Registerydélesaian

Piutang Macet ke Kejaksaan Negeri Malang. BerdaseRasal 27 ayat 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan KeputusanderesNomor

55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus blegatdak didalam

maupun diluar pengadilan untuk dan atas hama negavapemerintah.
Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidangrhylerdata tersebut
dapat disejajarkan dengan Government's Law Officdau a
Advokat/Pengacara Negara, dengan demikian Kejakdapat mewakili

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kdalang dalam

menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk ahasakum yang

timbul dari hubungan pemberian kredit antara baekgdn debitur
bilamana debitur tersebut tidak memenuhi kewajiilyan(wanprestasi)

kepada bank.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakwdbnesia (Persero)

Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otolutsa PMulia

berkedudukan di Kabupaten Malang:

a. PT. Bank Rakyat Indonesia Rakyat (Persero) Tbhk @Ggbkawi
Malang mempunyai fasilitas dalam melayani masydrgkag salah
satunya adalah pemberian pinjaman atau kredit. lDgd@mberian
kredit ini nasabah yang difokuskan adalah seoraebital yang
memiliki usaha perusahaan otobus Putra Mulia bewdekbn di
Malang. Pemberian kredit terhadap debitur terseabuiyata tidak
terlepas dari kredit bermasalah yang tergolong gaibieolektibilitas
kredit macet. Dalam menangani permasalahan tergghak bank
melakukan penanganan dengan cara restrukturisasdit.kr
Restrukturisasi ataRestructuring(penyelamatan) adalah suatu upaya
perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pditene terhadap
debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhigfgannya.

b. Pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT. Bank Rakindonesia
(Persero) Thk. Cabang Kawi Malang dilakukan seblar®/édua) kali
terhadap debitur. Sesuai prosedur yang telah diant berdasarkan

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat IndoneBiargero) Tbk

121
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NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 200&ntang
Restrukturisasi Kredit yaitu baik restrukturisasiertama dan
restrukturisasi kedua meliputi Tahap-tahap Restrigasi Kredit:
1) Prakarsa Restrukturisasi Kredit
2) Melakukan negosiasi
3) Analisis dan Evaluasi
4) Putusan Restrukturisasi
5) Dokumentasi Restrukturisasi
6) Monitoring
Dari tahapan tersebut materi yang direstrukturigaisu:
1) Perubahan tingkat suku bunga kredit
2) Penjadwalan Kembali
3) Pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuantk@an yang
berlaku
2. Hambatan yang dihadapi dalam Proses Restrukturiaslit terhadap

Perusahaan Otobus Putra Mulia oleh PT. Bank Rdkgainesia (Persero)

Tbk Cabang Kawi Malang antara lain adalah:

a. Prakarsa Kredit, yaitu debitur sangat sulit untigjak bekerjasama
saat prakarsa restrukturisasi mulai dilakukan olahk yaitu pada saat
melakukan pemanggilan terhadap debitur.

b. Negosiasi, yaitu pihak debitur selalu berupaya nmexolph keringanan
yang maksimal pada saat proses negosiasi.

c. Analisis dan Evaluasi, yaitu diketahui bahwa delstbetulnya dilihat

mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelasdikeditnya
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terhadap pihak bank oleh karena usaha yang dijataokeh debitur
masih beroperasi dan pihak bank menganalisa dariksiuangan
debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baiamuan debitur
dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreddatgu dengan
sengaja menghindar

d. Putusan Restrukturisasi, yaitu Putusan Restruksiriddak dijalankan
oleh debitur sesuai dengan isi putusan restruktsiriyang telah
disepakati yaitu seperti kewajiban angsuran bulaeamadap debitur
yang telah direstrukturisasi tidak dibayarkan.

e. Dokumentasi Restrukturisasi, yaitu pada saat dokado&kumen yang
ada dalam paket restrukturisasi kredit telah tarpenleh debitur dan
harus dilengkapi sesuai data sebenarnya, tetapiudiam setelah
melalui proses analisis perbankan kembali olehkplhenk diketahui
bahwa data-data yang ada dalam dokumentasi tersielait sesuai
dengan kenyataan atau sebenarnya yang telah dipapaleh debitur.

f. Monitoring, yaitu karena dalam hal ini bank tidapdt melakukan
pengawasan maupun pendekatan selama 1 x 24 jastnbemerus
meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleén&apihak
bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahlifasilitator.

3. Upaya untuk menanggulangi hambatan dalam restis&sirkredit di PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Cabang Kawiallterhadap

Perusahaan Otobus Putra Mulia antara lain adalah:
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Prakarsa Kredit, yaitu dalam hal ini, pihak bantapememberikan
kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan knglitlengan tetap
dilakukannya tindakan aktif dari pihak bank untu&mamui debitur.
Negosiasi, yaitu pihak bank tetap bersikukuh uritdek mengikuti
permintaan dari debitur yaitu keringanan yang nraksi

Analisis dan Evaluasi, dengan cara dalam hal imkbaerdasarkan
atas prinsip kepercayaan kepada debitur untuk daeatyelesaikan
kredit.

Putusan Restrukturisasi, yaitu pejabat pemberi bp¢jaADK
(Administrasi Kredit) wajib melakukan pemeriksagehilaian, guna
memastikan bahwa restrukturisasi telah dilakukamgde benar dan
sesuai ketentuan yang ada.

Dokumentasi Restrukturisasi, yaitu meminta keteaangnengenai
keberadaan dokumen yang dapat berpengaruh terlmatabayaran
hutang debitur tersebut.

Monitoring, yaitu dalam hal ini pihak bank mengupksn agar
pengawasan terhadap debitur kredit macet tersedngath meminta

bantuan pihak ketiga kepada Kejaksaan Negeri Malang
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B. Saran
1. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Thk Calkaws Malang

a. Agar lebih berhati-hati lagi dalam pemenuhan olebitdr atas
semua persyaratan-persyaratan pemberian kredit yiatah
disepakati bersama antara debitor dengan bank gatagarkan
atas prinsigPrudential Bankingaitu 5C Character, Capacity, Capital,
Collateral, Condition Of Economics)

b. Memonitor terhadap perkembangan usaha dan keuaragabah
termasuk kemampuarash flowdan pemenuhan kewajiban debitur
kepada pihak lain, selain bank (misalnya supplargganan dan
sebagainya).

c. Agar proses restrukturisasi dapat berjalan efekgharusnya
dengan melakukan penilaian lebih dalam terhadapkker dan
prospek usaha dilanjutkan dengan penilaian keuadganaminan
debitur.

2. Bagi PO. Putra Mulia Yang Berkedudukan di Kabupatatang

a. Sebaiknya debitur benar-benar mengikuti seluruherketn
mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya, ggitidak
perlu ada pengulangan restrukturisasi (restrukdsrisedua) untuk
satu hutang dari debitur yang sama.

b. Debitur harus mampu bertindak secara profesionala psaat
pelaksanaan restrukturisasi kredit, sehingga pibakk tidak
dirugikan. Dalam hal ini, pihak bank juga tetap rbenikan

kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan krgalitietapi
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